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BABIV 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Keadaan Geografis 

Kabupaten Aceh Utara adalah sebuah Kabupaten yang terletak di Provinsi 

Aceh. Ibukota Kabupaten ini dipindahkan dari Lhokseumawe ke Lhoksukon, 

menyusul dijadikannya Lhokseumawe sebagai kota otonom. Kabupaten Aceh 

Utara terletak pada posisi 96.52.00- Bujur Timur dan 4.46.00-5.00.40. Lintang 

Utara. Dengan batas-batas wilayahnya adalah sebelah utara berbatas dengan selat 

malaka, sebelah selatan berbatas dengan Kabupaten Aceh Tengah, sebelah barat 

berbatas dengan Kabupaten Biruen, dan sebelah timur berbatas dengan Kabupaten 

Aceh timur. 

Kabupaten Aceh Utara tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan 

Kerajaan Islam di pesisir Sumatera yaitu Samudera Pasai yang terletak di 
' Jf 

Kecamatan Samudera Geudong. Merupakan tempat pertama kehadiran Agama 

Islam di kawasan Asia Tenggara. Kabupaten Aceh Utara dengan luas wilayah 

sebesar 3.296,86 Km2 membawahi 27 kecamatan. 

Kecamatan Lhoksukon adalah 10,057 KM yang terdiri dari 72 desa. 

Kecamatan Lhoksukon dengan keadaan iklim tropis yang dapat dibedakan atas 

dua musim, yaitu musim penghujan yang diperkirakan setiap tahun pada bulan 

September sampai dengan bulan Desember, sedangkan bulan Januari sampai 

dengan bulan Agustus adalah musim kemarau dengan suhu berkisar dari 15-28 °C. 
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f'£tA AOIIINIST1V.SI PEMERIHTAMAN 
KABUPATEN ACEH UTARA 

Nama- Nama Kecamatan di Kabupaten Aceh Utara adalah 
Tabel4.1 

Nama kecamatan luas wilayah dan jumlah penduduk 
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Sumber: BPJS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 
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2. Keadaan Umurn Lokasi Penelitian 

Sumber sampah yaitu tempat timbunan sampah pada urnurnnya berkaitan 

dengan penggunaan laban, miaslanya daerah perkotaan, pemukiman, pertokoan, 

pasar dan lain sebagainya, dengan demikian jurnlah surnber sampah dapat 

dikembangkan sesuai dengan katagori penggunaan lahannya. lndentiflkasi sumber 

sampah sangat diperlukan karena berkaitan dengan komposisi sampah dan teknis 

pelayanan surnber sampah yang berada pada Tempat Pembuangan Sementara 

(TPS) di Kecamatan Lhoksukon bersumber dari: 

a. Daerah pemukiman 

Sampah bersurnber dari aktifitaitas rurnah tangga dalam bentuk sampah dapur 

dan merupakan sampah dominant, serta bentuk sampah lainnya yang 

dihasilkan sesuai denagan aktifitas manusia, jenis sampah yang dihasilkan 

berupa sampah basah dan kering yang tergolong sampah organik dan sampah 

anorganik seperti daun, kertas, sari bahan makanan, sayur-sayuran, buah

buahan, plastik, dan lainnya. 

b. Daerah komersial 

Yeng termasuk daerah komersial disini memiliki pasar, pertokoan, restoran, 

warung dan industri, sisa sayuran, sisa buah-buahan, sisa makannan, plsatik, 

kertas, kardus, daun, dan sebagainya. 

c. Daerah institusi 

Surnber sampah institusi adalah meliputi perkantoran, rumah sakit, sekolah, 

tempat-tempat ibadah, dan lembaga non komersiallainnya, jenis sampah yang 

dihasilkan sebagian besar berupa sampah kering anorganik, seperti plastik dan 
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kertas, sedangkan sampah rumah sakit berupa plastik, bekas perban atau 

kapas, botol obat-obatan, danjarum suntik. 

d. Sampah jalan dan tempat terbuka 

Sampah dalam katagori ini berasal dari kegiatan penyapua, jalan, taman, 

lapangan dan lainnya, jenis sampah didominasi oleh sampah organik dan 

anorganik seperti daunan, plastik dan sebagainya. 

e. Sampah bangunan 

Bentuk sampah ini berupa hasil bangunan, pemugaran, pembongkaran, 

potongan kayu, kaca, pembungkus semen dan sebagainya, timbunan sampah 

yang dihasilkan sangat tergantung pada tingginya aktifitas manusia dan 

jumlah penduduk yang ada, penduduk di Kecamatan Lhoksukon Ibukota 

Kabupaten Aceh Utara berjumlah 44.212 orang akan menghasilkan sampah 

sebanyak 132,65 meter kubik perharinya dimana setiap orang menghasilakan 

sampah sebanyak 3 liter perhari. 

3. Formulasi Kebijakan pemerintah dalam menangani sampah 

Sehubungan dengan tingkat kehidupan masyarakat dan pertumbuhan 

penduduk, dimana penanganan sampah tidak lagi secara individu tetapi dilakukan 

secara terpusat. Penanganan sampah merupakan suatu proses secara terkordinir 

untuk melayani masyarakat. Dalam proses penangganannya, sudah barang tentu 

diperlukan suatu kebijakan guna mengantur pelaksanaan berbagai aspek yang 

memiliki keterkaitan satu sama lainnya, aspek yang dimaksudkan adalah: 
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a. Peraturan dan Perundang-undangan 

Di dalam melakukan kegiatan penanganan persampahan sangat ditentukan 

oleh peraturan yang mendukung, peraturan tersebut melibatkan wewenang dan 

tanggung jawab dari pihak pengelola kebersihan dan peran serta masyarakat 

dalam menjaga kebersihan lingkungan, dalam pelaksanaan program kebersihan di 

kecamatan Lhoksukon, Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh 

Utara melakukan perumusan kebijakan atau pembuatan peraturan yang 

mendukung pelaksanaannya program pemerintah dalam penanganan kebersihan di 

kecamatan Lhoksukon, yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara 

Didalam Qanun Nomor 10 tahun 2010 diatur tata cara penanganan sampah 

oleh Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara, Masyarakat 

atau badan usaha yaitu sebagai berikut: 

Ketentuan Objek dan Subjek Retribusi persampahan sebagaimana terdapat 

dalam pasal 3 yaitu: 

(1) Objek Retribusi melupiti: 
d. pengambilan/pengumpalan sampah dan sumbernya ke lokasi pembuangan 

sementara (TPS); 
e. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan 

sementara (TPS) ke lokasi pembuanganltempat pembuangan akhir (TP A); 
f. penyediaan lokasi pembuanganlpemusnahan akhir. 

(2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan kebersihan jalan umum, 
taman, tempat ibadah dan tempat sosial lainnya. 

Kemudian ketentuan subjek retribusi persampahan sebagaimana terdapat 

dalam pasal4 yaitu: 

(3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakanlmenikmati jasa pelayanan persampahanlkebersihan. 

(4) Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 
termasuk pemungut atau pemotongan retribusi. 
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Ketentuan Struktur dan besarnya tarif sesuai yang terdapat dalam pasal 8 
yaitu: 

( 1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan jenis serta 

volume sampah yang dihasilkan dari kemampuan masyarakat. 

(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut: 

A. S ah amp~ ah tan aiK rum tgg~ omp. p ah erum an 

Jenis/objek retnbusi Luas Bangunan 
Tariflbulan 

Kelas 1 Kelas Il Kelas Ill 

1 Rumah tangga a. Type 150 keatas Rp. 10.000 Rp. 8.000 Rp. 8.000 
b. Type 36-150 Rp. 8.000 Rp. 6.000 Rp. 15.000 

c. Type< 36 Rp. 5.000 Rp. 4.000 Rp. 10.000 

B. S ahP d ampl er agangan 
I Toko a.> 64m2 Rp. 15.000 Rp. 12.000 Rp. 10.000 

b. 48-64 m2 Rp. 10.000 Rp. 8.000 Rp. 5.000 
c.<48m2 Rp. 7.000 Rp. 5.000 Rp. 4.000 

2 Grosir a.>64m2 Rp. 20.000 Rp. 15.000 Rp. 10.000 

b. 48-64 m2 Rp. 15.000 Rp. 10.000 Rp. 8.000 

c.<48m2 Rp. 8.000 Rp. 6.000 Rp. 5.000 

3 Swalayan a.> 1000 m2 Rp. 200.000 

b. 500-1000 m2 Rp. 150.000 

c. 150-500 m2 Rp. 100.000 

d. S0-150m2 Rp. 80.000 

e. <80m2 Rp. 50.000 

4 Pedagang K5/Losl l Lapak Rp. 10.000 Rp. 5.000 Rp. 2.500 
Emperan!Kios 

5 Restoran/Rumah a. >200m2 Rp. 30.000 Rp. 25.000 Rp. 20.000 

makan/Cafe/Kedai b. 100-200 m2 Rp. 25.000 Rp. 20.000 Rp. 15.000 

Kopi c. 65-100m2 Rp. 20.000 Rp. 15.000 Rp. 10.000 

d. 48-64 m2 Rp. 15.000 Rp. 10.000 Rp. 8.000 

e.<48m2 Rp. 10.000 Rp. 8.000 Rp. 5.000 

6 Kant in 1 Lokasi Rp. 10.000 Rp. 8.000 Rp. 5000 

7 Pangkas Ram but/ a.>64m2 Rp. 30.000 Rp. 25.000 Rp. 20.000 

Pijatlsalon/Spal b. 48-64 m2 Rp. 25.000 Rp. 20.000 Rp. 15.000 

Konveksi c.<48m2 Rp. 15.000 Rp. 10.000 Rp. 8.000 

8 WarteVGame a.>64m2 Rp. 20.000 Rp. 15.000 Rp.120.000 

Center/W arnetToko b. 48-64 m2 Rp. 15.000 Rp. 10.000 Rp. 5.000 

Hp c. <48m2 Rp. 10.000 Rp. 5.000 Rp. 4.000 

9 Apotek!Depoteker a.>64m2 Rp. 20.000 Rp. 15.000 Rp. 10.000 

b. 48-64 m2 Rp. 10.000 Rp. 8.000 Rp. 6.000 

c.<48m2 Rp. 8.000 Rp. 6.000 Rp. 5.000 

10 SPBU 1 Lokasi Rp. 5.000 

16/41990.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



65 

c. s ah lnd ustri am~~ 

I Bengkei!Doorsmeer/ a.>l00m2 Rp. 30.000 Rp. 25.000 Rp. 20.000 
Showroom b. 64-100 m2 Rp. 25.000 Rp. 20.000 Rp. 15.000 

c. 48-64 m2 Rp. 20.000 Rp. 15.000 Rp. I 0.000 
d. <48m2 Rp. 15.000 Rp. 10.000 Rp. 5.000 

2 Usaha produksi a>64m2 Rp. 35.000 
makananl minurnanl b. 48-64 m2 Rp. 30.000 
home industri c. <48m2 Rp. 15.000 

3 Hotel/penginapanl a Bintang 5 Rp. 400.000 
Asrama b. Bintang 4 Rp. 350.000 

c. Bintang 3 Rp. 200.000 
d. Bintang 2 Rp. 152.000 
e. Bintang 1 Rp. 100.000 
( Melati Rp. 75.000 
g. Losmen Rp. 50.000 
h. Asrama Rp. 40.000 

D. Sampah Perkantoran 
I Perkantoran a> 1000m2 Rp. 200.000 

Pemerintahanl b. 500-1000 m2 Rp. 150.000 
Swasta!BUMD/ c. 100-500 m2 Rp. 100.000 
BUMN d.< 100m2 Rp. 75.000 

2 Sekolah!Madrasah/ a > 1000 siswa Rp. 100.000 
Kursus!Lembaga b. 500-1000 siswa Rp. 75.000 
Pendidikan/ c. 200-500 siswa Rp. 50.000 
Pelatihan d. < 200 siswa Rp. 25.000 

3 Perguruan Tinggi a> 1000 m2 Rp. 200.000 
b. 500-1000 m2 Rp. 100.000 
c.< 500m2 Rp. 50.000 

4 Rurnah Sakit a Type A Rp. 300.000 
b. TypeB Rp. 200.000 

5 Balai Pengobatan a Politeknik Rp. 100.000 
b. Rumah Bersalin Rp. 80.000 
l:.BKIA Rp. 50.000 
d. Puskesmas Rp. 100.000 

6 Sampah Pariwisata/ Rp. 1000/hari 
tempat keramaian 

E Sampah yang Rp. 3.500/m3 
diangkut sendiri ke 
TPA 

Sumber: Qanun Kabupaten Aceh UtaraNomor 10 Tahun 2010 

Ketentuan Sanksi Administrasi dalam penangan sampah juga diatur pada 

pasal 15 yaitu: 

"Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang 

membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunnga sebesar 2% ( dua persen) 
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setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan 

menggunakan STRD." 

Dalam hal pembayaran retribusi hila mana masyarakat atau badan usaha 

merasa keberatan juga diatur dalam pasal 18 yaitu sebagai berikut: 

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat 
yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT 
danSKRDLB. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai 
alasan-alasan yang jelas. 

(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberata atas ketetapan retribusi secara 
jaba~ wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan 
retribusi tersebut. 

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka paling lama 3 (tiga) bulan sejak 
tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRDKBT dan 
SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan 
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar 
jangkauannya. 

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak 
dipertimbangkan. 

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan 
Pelaksanaan Penagihan Retribusi. 

Dalam pasal 19 menjelaskan tentang kewajiban restribusi sampah yaitu: 

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat 
Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan 
dengan menerbitkan surat keputusan keberatan. 

(2) Keputusan Bupati atas kebeatan dapat berupa menerima seluruhnya atau 
sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan 
Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut 
dianggap dikabulkan. 

Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara dalam 

implementasi kebijakan penanganan persampahan, meberi sanksi pidana terhadap 

pelanggaran sebagai mana ketentuan pasal 25 yaitu: 
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(5) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan 
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau 
denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah retribusi terhutang yang tidak atau 
kurang dbayar. 

( 6) Tindak pi dana yang dimaksud pada ayat ( 1) adalah pelanggaran. 

b. Institusi Pelaksanaan 

Institusi pelaksana dalam pengelolaan sampah sehubungan dengan 

lahirnya Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara. Maka institusi 

ini merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional 

dilapangan. Dengan kata lain Dinas 1ll1 sebagai institusi dalam 

mengimpelementasikan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Aceh 

Utara tentang penanganan kebersihan lingkungan. 

Tabel: 4.2 Jumlah Pegawai di Lingkungan Dinas Pasar, Kebersihan dan 
Pertamanan Kab. Aceh Utara dapat dilihat dengan perincian 
berdasarkan Jabatan Pendidikan dan Pangkat/Golongan sebagai 
berikut: 

No. Jabatan Gol. SLTA D-3 Sarjana S-2 

1. Kepla Dinas IV/c - 1 
2. Kabag Tata Usaha IV/b 1 
3. Kasubdin Pertamanan IV/b 1 
4. Kasubdin Program IV/b 1 
5. Kasubdin Operasional IV/b 1 
6. Kasubdin Pemb. Akhir Illld 1 1 
7. Kabsubdin Pemakaman III/d 1 
8. Kasie Pengump. Sampah III/d 1 
9. Kasie Peny. Laban Perl. III/d 1 
10. Kasie Pen g. TP AIIPL T Illld 1 
11 Kasie Pemantauan P & P III/d 1 
12. Kasubbag Umum Perleng III/d 1 
13. Kasie Pemanfatan PS. III/d 1 
14 Kaie Pemeliharaan PM. III/d 1 
15 Kasie Pemberihan SS. III/d 1 
16. Kasie Pembangunan Illlc 1 
17. Kasie Pengangkutan Sam III/b 1 1 
18. Kasubbag Kemotoran III/d 1 
19. Kasubbag Kepegawaian III/b 1 

16/41990.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



68 

20. Staf Golongan III/b 2 
21. Staf Golongan III/a 2 2 
22. Staf Golongan Illc 1 
23. Staf Golongan II/ a 2 
24. Honor 1 
25. Tenaga Lepas 3 

Jumlah 34 8 8 17 1 
Sumber: Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara 

Catatan: 
• Ekselon II = 1 
• Ekselon III = 6 
• Ekselon IV = 12 
• Staf = 11 
• Honor = 1 
• Tenaga Lepas = 3 

• Jwnlah = 34 

Dari Tabel 3 terlihat bahwa tingkat pendidikan para pegawai Dinas Pasar, 

Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara sebagian besar berpendidikan 

Sarjana (Sl) sebanyak 18 (Delapan belas) orang. Akademi sebanyak 8 (delapan) 

orang, SLTA sebanyak 8 (delapan) Orang, Sedangkan untuk pendidikan (S-2) 

hanya Kepala Dinas dengan kompliksitas tugas dan pekerjaan, maka untuk ini 

perlu pegawai yang akan datang memiliki jenjang pendidikan lebih tinggi. Maka 

peneliti mengharapkan kepada seluruh pegawai baik Kepala Dinas maupun 

Kasubdin kedepan hams memiliki pendidikan (S-2), karena tingkat pendidikan 

dapat menciptakan aparatur yang mempunyai wawasan dan kemampuan dalam 

menjalankan tugas tugasnya. 

4 Keadaan Sosial Masyarakat 

a. Penduduk dan mata pencaharian 

Jumlah penduduk di Kecamatan Lhoksukon menurut hasil penduduk 

Kantor Statistik Aceh Utara tahun 2008 adalah sebanyak 44.412 Jiwa, 
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Sedangkan mata pencarian masyarakat di Kecamatan Lhoksukon cukup bervariasi 

seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Swasta, ABRI dan POLRI, 

Pedagang, Petani, Nelayan, Baruh Tani, Buruh Bangunan, dan lain-lain. Adapun 

mata pencarian penduduk dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel: 4. 3 Jumlah Penduduk 25 Tahun Keatas berdasarkan Lapangan Kerja 

No. Jenis Pekerjaan 
Jumlah Prosentase 
(Jiwa) (%) 

1. Pegawai Negeri Sipil 4.232 35.62 
2. TNI dan POLRI 902 3.00 
3. Pegawai Swasta 5.326 8.61 
4. Pedagang 9.832 15.05 
5. Petani Nelayan 1.713 3.45 
6. Buruh Tani 822 2.20 
7. Buruh Bangunan 6.218 8.75 
8. Lain-lain 16.324 23.32 

Total 44.212 100 
Sumber: Aceh Utara dalam angkatan tahun 2008 

Berdasarkan tabel diatas sebagian besar penduduk di Kecamatan 

Lhoksukon adalah bekerja pada sektor pemerintahan dan swasta. Keadaan 

tersebut karena kondisi lahan di kecarnatan Lhoksukon sudah sangat sempit. 

b. Pendidikan 

Untuk menunjang pendidikan di Kecamatan Lhoksukon terdapat sarana 

prasarana pendidikan dari TK, SD, SLTP, SLTA, Pasantren dan akademik. Sarana 

dan prasarana pendidikan cukup tersedia di Kecamatan Lhoksukon dari TK 

sampai perguruan Tinggi, namun tidak semua penduduk menempuh jenjang 

pendidikan di wilayah Kecamatan Lhoksukon. Untuk jenjang perguruan tinggi 

sebagian penduduk banyak yang menuntut ilmu di luar Kecamatan Lhoksukon, 

seperti ke Lhokseumawe, Banda Aceh, Medan, Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan 
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banyak di Kota-kota lainya malah sampai keluar Negeri, hal ini sesuai dengan 

minat dan kemampuan yang dimiliki oleh penduduk. 

c. Adat istiadat masyarakat 

Hubungan antar umat beragama cukup baik dan rasa persaudaraan yang 

cukup kuat. Sedangkan Agama yang dianut oleh penduduk di Kecamatan 

Lhoksukon manyoritas Agama Islam, sedangkan Agama Kristen, Hindu, dan 

Budha hanya sedikit sekali. Agama Islam paling banyak pemeluknya yakni, 

43.201 orang atau sekitar 98,36 % dari seluruh penduduk dalam Kecamatan 

Lhoksukon. 

Tabel: 4.4 Berikut disajikan distribusi penduduk menurut Agama di Kecamatan 
Lhoksukon Tahun 2008 

No. Agama Jumlah 
Persentase Sarana 

(%) Peribadatan 

1. Islam 43.201 97.36 182 
2. Kristen 6 2.16 0 
3. Hindu 3 0.24 0 
4. Budha 22 0.24 0 

Total 44.212 100 182 
Sumber: Monografi Kecamatan Lhoksukon tahun 2008 

d. Sarana Tranportasi dan komunikasi 

Sarana tranportasi yang bisa dipergunakan oleh penduduk di wilayah 

Kecamatan Lhoksukon adalah angkutan darat yang menghubungkan antara desa 

dengan kota Kecamatan maupun ibu kota Kabupaten dan Provinsi dari satu Desa 

Desa lainnya, atau dari satu Kecamatan ke Kecamatan lain maupun sebaliknya, 

sarana jalan tergolong baik setelah Gempa dan Gelombang Tsunami pada 

umumnya banyak yang sudah rusak. 
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Tabel: 4.5 Sarana tranportasi yang digunakan untuk memperlancar mobilitas 
d duk k . d ah pen u ataupun arus pere onomtan aer 

No. Jenis Sarana Jumlah Unit 
Persentase 

(%) 
1. Angkutan Barang, Truk, Tengki dan Pick Up. 608 15.32 
2. Mobil Penumpang, Taxi, dan Labi-Labi 612 13.39 
3. Mobil Sedan, Kijang, dan Sejenisnya 217 5.51 
5. Sepeda Motor dan Sejenisnya 2.307 60.67 
6. Becak, Sepeda dan lain-lain 312 5.11 

Total 4.056 100 
Sumber: Monografi Kecamatan Lhoksukon, Tahun 2008 

Dilihat dari data diatas temyata sarana tranportasi paling banyak 

dipergunakan adalah sepeda motor, sedangkan untuk menjalankan kegiatannya 

sebagian besar penduduk menggunakan kendaraan umum seperti Bus, mini Bus 

dan mikrolet atau labi-labi, sarana fasilitas dan pelayanan komunikasi yang 

tersedia di Kecamatan Lhoksukon adalah melalui PT. Pos yang melayani 

pengiriman surat biasa, surat kilat khusus, surat tercatat maupun Pos paket serta 

pengiriman uang. Untuk sarana komunikasi yang banyak dipergunakan di 

Kecematan Lhoksukon dilayani oleh PT Telkom baik untuk Telpon secara SLJJ 

dan SLI. 

B. lmplementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Organik pada Dinas 
Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara 

Lokasi tempat pembuangan sampah (TPS) yang berada dipasar-pasar dan 

di jalan-jalan yang sudah ditentukan oleh Dinas Pasar, Kebersihan dan 

Pertamanan Kabupaten Aceh Utara berdasarkan hasil observisi penulis pada 

tempat pembuangan sementara dan tempat pembuangan akhir, hampir se1uruh 

masyarakat belum memahami tentang tentang tata cara pembuangan sampah pada 

tempat yang sudah disediakan, pemerintah telah menyediakan tempat 

pembuangan sampah (container) tetapi masih ada masyarakat yang membuang 
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diluar container. Hasil penelitian penulis laksanakan di Kecamatan Lhoksukon 

mempunyai pola yang hampir sama dengan penanganan sampah pada umumnya 

di berbagai Kota di Indonesia pada Umwnnya. 

Tingkat kebutuhan pelayanan persampahan di Pusat Kota sebagai pusat 

kegiatan komensial dan perkantoran pada umumnya cukup tinggi, demikian pula 

dengan kawasan pemukiman yang kepadatan penduduknya sangat tinggi. 

Atas dasar kebutuhan pelayanan tersebut, maka kriteria penentuan 

prioritas daerah pelayanan adalah sebagai berikut: 

a. Daerah Komersial (Pasar, Hotel, dan Lain-lain) 

b. Fasilitas umum dan sosial 

c. Daerah Permukiman 

Permukiman baru (Perumahan dan pertokoan) 

Wilayah dengan kepadatan penduduk > 150 jiwa!Ha 

Wilayah dengan Kepadatan > 100 Jiwa I Ha. 

Daerah pelayanan sampah untuk Kecamatan Lhoksukon sebagai ibukota 

Kabupaten Aceh Utara hanya dilaksanakan pada 8 (delapan) Desa. Pusat 

pelayanan persampahan pada tiap-tiap desa dibagi rute angkutan dalam pelayanan 

kebersihan sampah rumah tangga masyarakat. Masing-masing rute merupakan 

wilayah operasi berdasrkan pembagian daerah, Desa dan Jalan harus diberikan 

pelayanan dalam mengumpulkan sampah setiap hari, pembagian Wilayah 

operasionalnya meliputi berbagai daerah dalam pengumpulan sampah. 

Setiap rute atau daerah angkutan sampah dilayani oleh tiga orang sampai 

dengan lima orang pasukan kuning atau supir tukang bongkar muat. Dari 13 orang 
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supir empat orang merupakan supir cadangan. Sedangkan 33 orang tukang 

bongkar muat dibagi berdasrkan rute pelayanan dan beban pelayanan dalam 

menjalankan tugasnya pasukan kuning ini diawasi oleh seorang pengawas pada 

tabel terlihat tidak semua daerah dilewati oleh angkutan sampah. Hal ini 

disebabkan oleh Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertanaman Kabupaten Aceh Utara. 

Dari 5 unit Dump Truk dan Amboll Truk yang dimiliki, hanya delapan Wilayah 

Desa yang terlayani atau sekitar 11.000 orang. Penduduk yang mendapat 

pelayanan Kebersihan ini berada di Daerah periotas pelayanan. 

W aktu dan jadwal operasi tiap-tiap daerah berbeda, pada umumnya 

dilakukan pagi hingga siang hari, tetapi ada juga yang dilakukan pada sore hari 

dan malarn hari di Kecamatan Lhoksukon. Waktu operasi di pasar dilakukan 

pengumpulan pada siang hari, karena pasar dimulai pada pagi hari sampai dengan 

siang hari sehingga sampah-sampah baru dapat diambil pada siang hari, 

sedangkan pada tempat lainnya kegiatan dimulai pada pagi hari hingga sore hari, 

jadi sampah baru dapat diarnbil pada sore hari dan malam hari. 

Untuk daerah permukiman waktu pengumpulan sampah dilakukan pada 

siang hari yaitu sekitar pukul 10.00-12.00 Wib, hal ini tergantung pada kebiasaan 

penduduk dalam rnengeluarkan sampah, prilaku belanja dan prilaku rnernasak, di 

kota Lhoksukon penduduk di daerah permukiman baru mengeluarkan sampahnya 

pada jam-jam tersebut. Sedangkan di sekitar jalan besar clan daerah pertokoan 

pagi hari harus sudah mengeluarkan sampahny~ karena untuk daerah ini Truck 

sampah mulai beroprasi pada Pukul 08.00 Wib. Pengumpulan dan pengambilan 

sampah setiap harinya dimana pasukan kuning termasuk cukup disiplin, hanya 
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saja waktu pengambilannya terkadang datang terlambat, ada juga pada hari 

tersebut sampah tidak diambil bahkan biasa lebih dari satu hari, hal ini disebabkan 

oleh beberapa faktor yaitu: 

1. T em pat tinggal tenaga honorel sebagian besar diluar kota sehingga ban yak 

yang terlambat melaksanakan tugas. 

2. Mobil sampah masih sangat kurang, karena kondisi yang sudah rusak 

sedangkan mobil pengganti tidak ada karena mobil-mobil sampah dalam 

kondisi kurang baik. 

3. Karena hari libur, hari-hari besar atau libur Nasional, libur lebih dari satu 

hari membuat sampah begitu bertumpukan, sampah-sampah ini sangat 

mengganggu sekali. 

4. F aktor cuaca 

Kota Lhoksukon bisa dikatakan curah hujanya termasuk sedang, namun 

hujan biasanya terjadi berhari-berhari, kegiatan mengambil sampah akan 

terkendala. Maka perlu kerja keras dalam rangka mengatasi sampah yang 

menumpuk, jangan sampai membusuk dan dapat membahayakan 

lingkungan. 

C. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Organik. 

Analisis penelitian pengelolaan sampah melihat dulu pemahaman 

terhadap mandate, Visi dan Misi Organisasi merupakan hal yang penting, 

asumsi yang mendasari hal ini adalah dengan pemahaman terhadap Visi dan 

Misi organisasi tersebut akan diketahui variable-variabellingkungan yang 

mungkin kelangsungan hid up organisasi. 
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a. Visi 

Sebagai salah satu perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara yang 

bertanggung jawab terhadap kebersihan dan keindahan dalam Kabupaten Aceh 

Utara maka Visi Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara 

adalah menjadi monifator dalam pembinaan pasar, dan keasrian menuju Aceh 

Utara sebagai daerah "BERIMAN" dengan lima tujuan pokok, yaitu 

meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, meningkatkan kualitas 

dan hasil kerja aparatur, masyarakat konsep bersih dan indah melalui berbagai 

kegiatan, menciptakan Kota Lhoksukon yang bersih, indah dan nyaman 

(BERIMAN) dengan lingkungan yang berwewenang Islam, serta meningkat 

pendapat asli (PAD) dari retribusi sampah dan tinja 

b. Misi 

Berdasarkan mandate dan visi serta permasalahan sampah di kota 

Lhoksukon, maka Misi Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten 

Aceh Utara dalam rangka mewujutkan Kota Lhoksukon sebagai Kota BERIMAN, 

yaitu "Memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya tingkat kebersihan dan 

keasrian Kota yang optimal secara nyata melalui optimalisasi seluruh potensi kota 

secara efektif dan efesien" dengan tujuan sasaran yang merupakan penjabaran dari 

Misi yaitu: 

a. Terciptanya pelayanan yang optimal kepada masyarakat 

b. Meningkatnya kualitas dan hasil kerja aparatur 

c. Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap konsep kebersihan dan 

keasrihan Kota Lhoksukon. 
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d. Terciptanya Kota bersih, indah dan nyaman dengan lingkungan yang 

berwawasan islami. 

e. Tertangani persoalan kebersihan dan keindahan; 

f. Tertanganinya secara maksimal persoalan sampah dari tempat 

pembuangan sementara sampai tern pat pembuangan akhir. 

g. Meningkatkanya PAD dari restribusi sampah dan tinja. 

1. Lingkup Internal 

Pengalaman penulis disistim permanen dan data yang diperoleh dari Dinas 

Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara malca lingkungan 

Internal yang merupakan kekuatan dan kelemahan dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Kekuatan (Strengths) 

a). Adanya Perda, Juklak/Juknis dan SK yang mengatur pelayanan 

sampah. 

b). Telah adanya dasar hukum organisasi Qanun Nomor 5/2003 

c). Tersedianya potensi SDM yang handal. 

2. Kelemahan (Weakness) 

a). Terbatasnya anggaran dinas 

b). Masih adanya kelompok masyarakat yang tidak taat 

c). Tidak disiplinnya pekerja dalam menjalankan tugas. 

2. Lingkunangan Ekstemal 

Dari hasil kajian secara umum dan atas pengamatan pada Dinas Pasar, 

Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara dan berkaitan dengan ruang 
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lingkup tugas dinas, lingkungan ekstemal yang merupakan peluang dan ancaman 

pada dinas adalah: 

1. Peluang (opportunities) 

a Masih banyaknya kegiatan masyarakat untuk menciptakan kebersihan 

b. Adanya partisipasi perusahaan dalam membantu lingkungan yang bersih 

c. Bersedianya masyarakat membantu para petugas kebersihan 

2. Ancaman (Threath) 

a. Kurangnya sarana pengolahan di TP A disebabkan TP A dalam tahap 

pembangunan. 

b. Lokasi sementara TP A yang dipakai saat ini waktu pemakaian terbatas dan 

tidak mampu menampung kapasitasi sampah. 

c. Timbulnya biaya tambahan diluar rencana semula. 

3. Asumsi 

Berdasarkan fakta yang ada baik Internal maupun ekstemal seperti diuraikan 

di atas dengan menggunakan pembobotan terhadap lingkungan dilihat pada tabel 

1 maka diperoleh asumsi sebagai berikut: 

1. Adanya Perda, Juklak/Juknis dan SK yang mengatur pelayanan sampah. 

2. Terbatasnya anggaran 

3. Adanya partisipasi perusahaan dalam membantu lingkungan yang bersih. 

4. Kurangnya sarana pengolahan di TP A disebabkan TP A dalam tahap 

pembangunan. 
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Tabel: 4.6 
TENTANG IDENTIFIKASI DAN PEMBOBOT AN 

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH 

URAIANSWOT ASPEK BOBOT{%) RATING 

1. Adanya Perda, Juklak!Juknis 40 4 
dan SK yang mengatur 
pelayanan sampah. 

STRENGTH 
2. T elah adanya dasar hukum 30 2 

organisasi Qanun Nomor 
5/2003 30 2 

3. T ersedianya potensi SDM 
yang handal 

1. T erbatasnya anggaran Dinas 40 3 
2. Masih adanya kelompok 25 1 

WEAKNESES masyarakat yang tidak taat 
3. Tidak disiplinnya peke~a 35 2 

dalam menjalankan tuQas 
1. Masih banyaknya kegiatan 35 2 

masyarakat untuk 
menciptakan kebersihan 

OPPORTUNITY 2. Adanya partisipasi 40 4 
perusahaan dalam membantu 
lingkungan yang bersih 

3. Berikutnya masyarakat 25 1 
membantu para pekerja 

1. Kurangnya sarana 40 4 
pengolahan di TPA 
disebabkan TPA dalam tahap 
pembangunan 35 3 

THREATS 2. Lokasi sementara TPA yang 
dipakai saat ini waktu 
pemakaian terbatas 25 2 

3. Timbulnya biaya tambahan 
diluar rencana semula 

Rating: 
Rendah = 1 
Kurang 2 
Cukup = 3 
Tinggi = 4 

4. Altematif Stategi 

78 

SCORE ASI 

1.6 I 

0.6 II 

0.6 II 

1.20 I 
0.25 Ill 

0.70 II 

0.70 II 

1.60 I 

0.25 Ill 

1.60 I 

1.05 II 

0.50 Ill 

Dengan demikian analisis SWOT tentang Implementasi kebijakan 

pengelolaan sampah dapat dirumuskan sebagaimana terlihata dalam tabel 1 

strateginya sebagai berikut: 
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a). Dalam rangka menggalang kekuatan dan peluang yang ada, maka 

implementasi sebagai berikut (SO) yang dipilih adalah: 

- Dengan adanya perda persampahan dapat dilaksanakan dengan baik. 

b). Dalam upaya menghindari kelemahan dan memanfaatkan peluang yang ada, 

strategi (WO) yang dapat di jalankan adalah: 

- Memanfaatkan secara maksimal bantuan organisasi dalam upaya pelayanan 

masyarakat di bidang persampahan. 

- Potensi masyarakat terns digiatkan dalam upaya kebersihan kota. 

c). Dalam upaya menggalang kekuatan dan ancaman dapat dilakukan Strategi 

(ST) antara lain: 

- Pelaksanaan Qanun No. 5/2003 dilaksanakan dengan utuh (6 bidang) dan 

tidak hanya dibidang keamanan. 

d). Dalam rangka mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman perlu 

disusun strategi (WT) yaitu: 

- Perlu tambahan dana Dinas secukupnya 

INTERNAL 

Tabel: 4.7 
TENTANG 

ANALISA SWOT 

KEKUATAN (STRENGTH) 

1. Adanya Perda, Juklak/Juknis 
dan SK yang mengatur 
pelayanan sampah. 

KELEMAHAN (WEAKNES) 

1. T erbatasnya anggaran Din as 
2. Masih adanya kelompok 

masyarakat yang tidak taat 

EKSTERNAL 
2. T elah adanya dasar hukum 3. Tidak disiplinnya peke~a dalam 

organisasi Qanun Nomor menjalankan tugas 
5/2003 

3. T ersedianya potensi SDM 
yang handal 

PELUANG (OPPORTUNITY) STRATEGI SO STRATEGIWO 

1. Masih banyaknya kegiatan 1. Dengan adanya Perda, 2. Memanfaatkan secara maksimal 
masyarakat untuk menciptakan Juklak/Juknis dan SK maka bantuan perusahaan dalam upaya 
kebersihan pelayanan persampahan dapat pelaya 
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2. Adanya partisipasi perusahaan dilaksanakan dengan baik nan masyarakat di bidang 
dalam membantu lingkungan karen a telah ada komitmen persampahan 
yang bersih bersama antara Pemdan dan 

3. Berikutnya masyarakat Legislatif 
membantu para pekerja 
ANCAMAN (TREATS) STRATEGIST STRATEGIWT 

1. Kurangnya sarana pengolahan 1. Pelaksanaan lnpres No. 412001 1. Perlu tam bah an dana Din as 
di TPA sampah sehingga TPA dilaksanakan dengan utuh (6 secukupnya 
yang ada tidak dapat bidang) dan tidak hanya di 
dimanfaatkan secara maksimal bidang keamanan. 

2. Lokasi sementara TPA yang 
dipakai saat ini waktu 
pemakaian terbatas dan tidak 
mampu menampung kapasitasi 
sampah 

3. Timbulnya biaya tambahan 
diluar rencana semula 

Tabel: 4.8 

Menentukan Faktor Kunci Keberhasilan (FPK) 

KETERKAITAN DENGAN 
Urutan 

STARTEGI VIS I MISI NILAI- NILAI 
1 2 3 1 2 3 4 5 

FPK 

A. STRA TEGI SO : 
1. Dengan adanya Perda, JuklakJJuknis dan SK 4 4 4 4 3 3 4 3 4 33.1 

maka pelayanan persampahan dapat 
dilaksanakan dengan baik karena telah ada 
komitmen bersama an tara Pemdan dan 
L~islatif 

B. STRATEGI WO : 
1. Memanfaatkan ke~a maksimal bahwa 3 4 3 2 4 3 3 3 3 28. II 

perusahaan dalam pelayanan masyarakat 
di bidang persampahan 

C. STRATEGIST : 
1. Pelaksanaan Qanun No. 5/2003 dilaksanakan 4 2 3 2 4 2 3 3 3 26. Ill 

dengan utuh (6 bidang) 

D. STRA TEGI WT : 
1 . Pertu tambahan dana Dinas secukupnya 3 3 3 4 3 2 3 2 2 25.1V 

16/41990.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



81 

Sehubungan dengan tingkat kehidupan masyarakat dan pertumbuhan 

penduduk, dimana penanganan sampah tidak lagi secara individu tetapi dilakukan 

secara terpusat, yaitu suatu proses secara terkoordinir untuk melayani 

masyarakat.. Safwan, Kasi Kebersihan dan Pengangkatan Sampah pada Dinas 

Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara, menjelaskan: 

" ....... Dalam pengangkutan sampah di wilayah Aceh Utara, dalam sistem 
kerja dibagi kepada 15 wilayah kerja pengelolaan sampah yang dijaga oleh 
mandor masing-masing wilayah. Pekerja pembersihan kita kontrak: sebagai 
buruh lepas dengan upah bulanan. Kita sudah tingkatkan pelayanan di 
wilayah Lhoksukon dengan penambahan tong sampah, kereta sampah dan 
sarana lainnya" (Wawancara, 2 Januari 2010). 

Seperti diungkapkan oleh sdri Y ani Warga Gam pong Mancang berpropesi 

sebagai mahasiswi memberi resonnya sebagai berikut: 

" ...... Pihak yang bertanggungjawab dalam mengelola sampah sebaiknya 
memanfaatkan masyarakat lokal guna menjaga kebersihannya sendiri. 
Karena kalau kita lihat dimana-mana sampah berserakan dan tidak 
ditangani dengan baik. Sehingga banyak sampah itu yang masuk keparet
paret dan menyebabkan tersumbatnya paret tersebut. Disini pula pihak 
terkait perlu memberikan pemahaman dan penerangan tentang peraturan 
daerah (qanun) sampah kepada masyarakat. Karena masyarakat banyak 
yang tidak tau tentang peraturan yang berlaku tentang menjaga kebersihan 
lingkungan." (wawancara, 13 Oktober 2009). 

Dalam penanganan kebersihan lingkungan, tenaga operasional yang ada 
adalah sebagai berikut: 
Tabel: 4.9 Jumlah Tenaga Operasional Penanganan Kebersihan Lingkungan di 

Kecamatan Lhoksukon tahun 2009 
No Jenis Pekerjaan Jumlah Pekerja 

1. Tukang Sapu 42 Orang 
2. Bongkar Muat 33 Orang 
3. Supir 13 Orang 
4. Tukang Taman 5 Orang 
5. Operator Bulldozer 3 Orang 
6. Pengawas dan 12 Orang 
7. Tenaga Medis 2 Orang 
8. Opertaor Komputer 6 Orang 
9. Penagih Distribusi 14 Orang 

Jumlah 130 Orang 

Sumber: Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara 2009 
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Dalam kesempatan lain peneliti juga telah mewawancarai ibu Nuraida 

warga Kota Lhoksukon dengan pandangannya yaitu: 

" ...... Pemerintah daerah sangat perlu untuk menyebarkan informasi akan 
pentingnya menjaga kebersihan terutama akibat sampah. Jadi pemerintah 
selaku yang bertanggungjawab untuk menangani kebersihan juga perlu 
sekali untuk menyebarkan informasi tentang undang-undang dan 
peraturan daerah (qanun) daerah tentang penanganan sampah khususnya 
dikota Lhoksukon. Sehingga rnasyarakat tau akan isi tetang peraturan serta 
akibat dari membuang sampah sembarangan. Membuang sampah 
semabrangan juga dapat merugikan rnasyarakat itu sendiri terutama 
datangnya lalat dan dapat menyebabkan berbagai macam penyakit". 
(wawancara 22 Oktober 2009). 

Seperti diungkapkan pada saat wawancara denagn Bapak Saiful yang 

berpropesi sebagai pengusaha masyarakat desa Reudep Lhoksukon Kabupaten 

Aceh Utara memberi respon sebagai berikut: 

" ...... Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara 
dalam pengelolaan sampah organik di Kota Lhoksukon, perlu melibatkan 
masyarakat lokal guna mendapat akses langsung tentang kebersihan 
lingkungannya. Sampah di Kota Lhoksukon perlu ditangani dengan 
profesional oleh dinas terkait. Serta perlu dilakukan pengawasan ke 
lapangan guna tepat sasaran dalam pengelolaannya. Karena dari waktu
kewaktu tidak pemah selesai, karena banyak kendala kalau kita lihat, 
terutama ten tang peralatan dan tenaga kebersihan kota Lhoksukon.". 
(wawancara 27 Januari 2010). 

Berdasarkan tabel di atas tenaga operasional yang terlibat langsung dalam 

penanganan sampah tersebut dengan tukang sapu 42 orang, bongkar muat 33 

orang, supir 13 orang, tukang taman 5 orang, operator bulldozer 3 orang, 

Pengawasan tenaga medis 12 orang, Operator Komputer 2 orang, Satgas 6 orang 

dan penagih distribusi 14 orang yang semuanya berjumlah 130 orang. 

Dalam kesempatan lain peneliti juga telah mewawancarai Bapak Fahmi, 

M.T. (Dosen Unimal Kabupaten Aceh Utara) mengungkapkan bahwa: 

" .......... Dapat saya jelaskan di sini, untuk pengelolaan sampah perlu 
dipikirkan ke depan yaitu, manajemen yang baik dan peratan pengelolaan 
sampah yang memadai. Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertanahan juga 
perlu adanya partisipasi serta bantuan masyarakat terutama sejak 
pembuangan awal pada tempat yang telah disediakan guna memudahkan 
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pengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir". (Wawancara Tanggal, 
17 Januari 2010). 

Sehubungan dengan ketersedian sarana pendukung untuk pengelolaan 

sampah organik dalam wilayah Kota Lhoksukon. Dimana saran tersebut berupa 

peralatan anggkut seperti mobil, gerobak sorong, tong sampah. Dalam kesempatan 

lain peneliti telah mewawancarai Bapak Ismail Andib yang berpropesi sebagai 

pengusaha warga Kabupaten Aceh Utara memberi respon sebagai berikut: 

" ...... Berbicara tentang sampah satu hal yang sangat membosankan 
karena dari tahun ketahun tidak pemah selesai seperti harapan masyarakat. 
Banyak sekali kendala kalau kita lihat, terutama tentang alat kerja perlu 
disempumakan yang memadai dan sisi tenaga kerja juga sangat perlu 
diperhatikan tingkat pendapatannya walaupun tidak sama dengan para 
pejabat. Mareka para pekerja pengangkut sampah selaku orang yang 
paling didepan dalam menjaga kebersihan kota Lhoksukon.". (wawancara 
27 Januari 201 0). 

Hal tersebut sesuai yang diungkapkan oleh Dunn dalam Winarno, (2002 : 28) 

dalam satu tahapan Implementasi kebijakan yaitu sebagai berikut: 

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika 
program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program 
kebijakan yang telah diambil sebagai altematif pemecahan masalah harus 
diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi 
yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap 
implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa 
implemntasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun 
beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana 

Dilihat dari segi perimbangan jumlah penduduk yang dilayani dengan 

menggunakan pendekatan proposional yaitu untuk 500 jiwa penduduk dibutuhkan 

dua orang petugas, jumlah penduduk di Kecamatan Lhoksukon sebagaimana telah 

disebutkan sebanyak 44.212 jiwa dengan demikian idealnya akan ditangani 

sebanyak 200 orang petugas, jadi dengan melihat jumlah petugas yang ada 

sekarang. Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan masih kurang tenaga 
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operasional sebanyak 33 orang untuk dapat melayani masyarakat yang ada dalam 

penanganan sampah ini. 

Buruh ini diangkat dan digaji oleh pemerintah Kabupaten Aceh Utara 

dengan statusnya harian lepas (honor). Gaji buruh ini sangat kecil dibandingkan 

dengan beban kerja mereka. Sehingga banyak diantara mereka bekerja ditempat 

lain seperti petugas pembersih sekolah, pedagang. Sambil bekerja sebagai para 

pekerja (honorel) mereka juga mengumpul sampah-sampah yang dapat didaur 

ulang seperti plastik, kertas dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk 

menambah penghasilan, sebab gaji yang mereka terima sebagai buruh sangat kecil 

sekali untuk membiayai kehidupan pada saat sekarang ini. Gaji yang mereka 

terima sebesar Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 600.000,- perbulan. 

Tingkat pendidikan dari buruh ini mereka rata-rata berpendidikan SL TP 

dan SD, sedangkan untuk supir 10 orang diantaranya berpendidikan setingkat 

SLTA. 

Dinas kebersihan ini yang memegang peranan sangat penting karena 

memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penanganan kebersihan diwilayah 

Kecamatan Lhoksukon. Instansi ini dalam melakukan tugasnya melakukan 

koordinasi dengan instansi yang terkait secara fungsional yang turut serta di dalam 

proses penanganan kebersihan sesuai dengan perannya yaitu: 

a. Bappeda Kabupaten Aceh Utara, sebagai suatu badan Perencanaan 

Pembangunan di Daerah, Bappeda turut merencanakan sistem pengolahan 

kebersihan yaitu mengenai sarana dan prasarana kebersihan serta daerah mana 
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yang cocok untuk dijadikan lokasi TP A di Kota Lhoksukon, dimana 

perencanaan ini dilakukan untukjangka menengah maupunjangka panjang. 

b. Dinas Cipta Karya Kabupaten Aceh Utara secara fungsional Dinas tersebut 

bertanggung jawab terhadap perencanaan jaringan drainase, kebersihan dan 

pemeliharaan drainse, parit dan saluran air limbah serta bertanggung jawab 

terhadap penyediaan alat berat untuk lokasi TP A alat berat seperti bulldozer 

dan solvel dipergunakan untuk mengeruk sampah dan menimbun samaph 

dengan tanah di tempat pembuatan akhir (TPA). 

c. Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah merupakan instansi yang 

diwajibkan untuk memungut retribusi kebersihan terhadap jenis-jenis usaha 

yang ada didalam pasar. 

d. Camat dan Kepala Desa (geuchik) di Kecamatan Lhoksukon turut 

bertanggung jawab terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan dengan 

upaya yang dilakukan melalui gerakan gotong royong. Disamping itu pula 

pemerintah kecamatan melakukan pula usaha membangkitkan kesadaran 

masyarakat dibidang kebersihan lingkungan. 

e. Dinas kesehatan secara berkala membantu dan meneliti parameter yang 

berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan, antara lain air sumur, air sungai 

dan kualitas udara yang diakibatkan oleh adanya TP A. Sampah disekitar 

lingkungan tersebut, dilakukan pemantauan ini dilakukan setiap tiga bulan 

sekali untuk memelihara apakah air sungai, air sumur, dan udara. Sehingga 

tidak menggangu kesehatan penduduk yang bermukim disekitarnya. 
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Berikutnya tanggapan pada saat wawancara dari Abdul Mutaleb (Anggota DPRK 

Kabupaten Aceh Utara) yaitu:. 

" .......... Dapat saya jelask~ kami dari pihak legislatif Aceh Utara, dalam 
usaha penanganan sampah selalu kami saran kepada Dinas terkait yaitu 
Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan supaya dapat mengelola 
sampah dengan sistem tepat guna agar sampah itu bisa didaur ulang 
sehingga meningkatkan pendapat ekonomi rakyat kecil. Kemudian dalam 
bidang anggaran khususnya untuk Dinas terkait selalu kami beri perhatian 
lebih dari sisi anggaran dari tahun ke tahun. Maka kita harapkan ke depan 
sampah tidak lagi menjadi masalah di masyarakat terutama dalam bidang 
kebersihan lingkungan". (Wawancara tanggal 27 Januari 2010). 

Peneliti juga telah mewawancarai Bapak Zulfikar Rasyid, SE. (Tokoh 

Masyarakat Kabupaten Aceh Utara) mengemukakan seabagai berikut: 

" ......... Dapat say a jelaskan, pemerintah selaku pihak yang bertanggung 
jawab dalam bidang kebersihan dan kesehatan masyarakat. Dimana proses 
penanganan sampah Pemerintah perlu dukungan setiap warga khususnya 
di Lhoksukon dan sekitarnya. Jadi dalam pengelolaan sampah oleh Dinas 
terkait perlu sekali partisipasi serta bantuan masyarakat terutama sejak 
pembuangan awal pada tempat yang telah disediakan oleh pihak Dinas 
Kebersihan. Maka hila secara bersama-sama antara pemerintah dan 
masyarkat saling menjaga kebersihan itu maka sampah akan hilang". 
(Wawancara Tanggal, 27 Januari 2010). 

Koordinasi dengan instansi terkait dilakukan dengan mengadakan rapat 

dan pertemuan rutin untuk membicarakan permasalahan yang timbul dalam 

penanganan kebersihan dan bagaimana mengatasinya, dalam penanganan 

lingkungan yaitu: 

a. Mengoptimalkan fungsi-fungsi dan lembaga serta instansi yang telah ada 

melalui koordinasi antar instansi terkait dengan masalah kebersihan 

lingkungan. 

b. Membentuk Tim bidang penglolaan dan pengendalian kebersihan Kota yang 

melsibatkan seluruh instansi Pemda Kabupaten Aceh Utara dalam rangka 
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memperkuat kerjasama dan koordinasi, serta menumbuhkan dan 

membangkitkan peran serta masyarakat. 

c. Membentuk tim, kebersihan dan ketertiban yang kegiatannya berupa 

penyuluhan, pengawasan dan penegakan hukum di Kabupaten Aceh Utara. 

1. Pembahasan Hasil Penelitian 

Secara teknis pembahasan pengelolaan persampahan meliputi kegiatan 

perwadahan, pemindahan, pembuangan akhir, pengelolaan yang sifatnya 

terpadu dimana setiap proses kegiatan memiliki keterkaitan satu dengan yang 

lainnya saling mempengaruhi dan berlangsung secara berantai, secara umum 

pola operasi penanganan sampah tersebut untuk mencegah sampah berserakan 

dan akan memberi kesan jelek dan kotor, serta untuk memudahkan proses 

kegiatan pengumpulan, maka diperlukan tempat penyimpanan dan pewadahan, 

wadah yang digunakan untuk menampung sampah-sampah di Kecamatan 

Lhoksukon terdiri dari dua macam yaitu: 

a. Wadah yang dapat diangkut atau dipindahkan, seperti karung, kantong 

plastik, keranjang, bak dari katu dan drum serta container. 

b. Wadah yang dibaut dari batu bata yang berkapasitas bervariasi, bak ini 

diguna.lcan sebagai Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang 

diletakkan dipinggir jalan tertentu. 

Sedangkan pola pewadahan di Kecamatan Lhoksukon ada dua pola yang 

digunakan: 
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2. Pola pewadahan individual 

Wadah individual adalah wadah yang dimiliki oleh setiap rumah, tertutup 

dan mudah dibersihkan serta mudah operasionalnya Di Kecamatan Lhoksukon, 

didaerah permukiman sangat jarang terlihat masyarak.at mempunyai wadah 

sendiri. Setiap sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga langsung ditempatkan 

di bak-bak sampah yang telah disediakan oleh Dinas Pasar, Kebersihan, dan 

Pertamanan Kabupaten Aceh Utara. 

Pemukiman masyarakat yang berada dipinggir jalan protokol setiap jalan 

Banda Aceh-Medan, pewadahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat 

(Rumah Tangga) adalah berupa kantong plastik dan karung yang diletakkan 

dipinggir jalan atau diatas trotoar, dimana masyarakat boleh mengeluarkan 

sampahnya pada pagi hari, pewadahan sampah berupa kantong plastik dan 

karung ini juga mempunyai kelemahan, yaitu sampah gampang berserakan 

karena ulah dari binatang yang mencabik-cabik kantong plastik dan karung 

tersebut, juga oleh pemulung yang melakukan pemulungan dengan melepaskan 

ikatan kantong terkadang tidak mengikat lagi, sehingga sampah berserakan 

petugas sampah tidak memungutnya lagi, hal inilah peneliti lihat di Kota 

Lhoksukon sehingga sampah sering berserakan dan tidak indah dipandang mata 

dan ini terjadi di jalan-jalan Pratokol. Seperti diungkapkan saat wawancara 

dengan Hafnalisa Harun, SE (ibu rumah tangga Kabupaten Aceh Utara) yaitu: 

" .......... Dapat saya jelaskan di sini bahwa, sampah perlu ditangani dan 
dikelola dengan teratur serta benar. Karena sampah sangat mengga.Il%gu 
kesehatan, pencemaran lingkungan dan mengakibatkan pencemaran udara 
oleh sampah yang membusuk. Maka di sini saya meminta melalui lembaga 
penanganan sampah oleh Pemerintah perlu perbaikan kebijakan dalam 
penanganan sampah Kota Lhoksukon. Banyak kita jumpai sampah yang 
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tak habis terangkut dan mengakibatkan bau pada musim hujan tiba. Parit 
dan got sering tersumbat oleh sampah dan mengakibatkan banjir". 
(Wawancara Tanggal, 13 Januari 2010). 

Serta dalam waktu yang lain juga diungkapkan dalam wawancara dengan 

lrwan Ali, sebagai Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara menyatakan: 

" ........ Kalau kita perhatikan dari segi kebersihan masyarakat untuk 
membina masyarakat guna membiasakan hidup bersih. Sistem pengelolaan 
sampah banyak yang perlu diperbaiki, pertama sumber daya manusia, 
kedua peralatan angkutan sampah, lokasi pembuangan sampah yang juga 
mengkin perlu diperhatikan, namun permasalahannya belum adanya 
sistem pengelolaan sampah yang baik maka tantangan dalam pengelolaan 
sampah menjadi suatu hambatan untuk membuat Kota Lhoksukon menjadi 
indah." (Wawancara, 13 Januari 2010). 

3. Pola Pewadahan Komunal 

Wadah komunal merupakan wadah yang digunakan bersama-sama yang 

diletakkan pada lokasi tertentu dan dekat dengan sumber sampah serta tidak 

menggangu pemakai jalan, pewadahan komunal ini terdiri atas transfer depo, 

container dan bak sampah. 

Di Kecamatan Lhoksukon masyarakat tetap meDJaga kebersihan 

lingkungan dan disarankan supaya membuang sampah pada tempat yang telah 

ditentukan. Disamping itu banyak bak sampah permanen sudah rusak karena 

usianya, sehingga masyarakat keberatan dengan bau yang tidak sedap dan banyak 

lalat. Kondisi seperti ini membuat lingkungan tidak, karena sampah banyak diluar 

kontainer sehingga terlambat diangkut oleh Dinas Pasar, Kebersihan, dan 

Pertamanan. 

Hal ini diungkapkan oleh Abdurrahman warga masyaakat di Desa Pante 

Kecamatan Lhoksukon Memberikan responnya menyatakan bahwa: 
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" ....... Dengan adanya Bak sampah permanen atau Kontainer, tetap 
menjadi masalah di depan rumahnya sangat menggangu karena baunya 
yang tidak enak dan banyaknya lalat yang berterbangan di sekitar 
rumahnya, belum lagi kalau binatang yang mengais-ngais sampah seperti 
anjing, ayam yang membuat sampah menjadi berserakan, dimana pada saat 
tertentu Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara 
terlambat mengambil sampah, apalagi sampai beberapa hari, oleh sebab itu 
dia mengusulkan supaya bak sampah atau kontainer didepan rumahnya 
dipindahkan saja ketempat lain, menurut wawancara dengan peneliti dia 
tidak memaksa karena kontainer tersebut terletak dijalan pemerintah". 
(Wawancara, 2 Agustus 2009). 

Pemyataan tersebut di atas, didukung pola oleh Bukhari, Kepala Sekolah 

Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara menjelaskan: 

" ....... Dalam penanganan sampah pada Kota Lhoksukon saya lihat perlu 
peningkatan terutama jumlah tong-tong sampah di tiap sudut kota yang 
perlu diperbaiki dan ditambah. Juga perlu penerangan kepada warga kota 
agar dalam pembuangan sampah lebih tertib dan benar. Sampah itu akan 
membawa bencana kepada kita kalau tidak dikelola dan ditangani dengan 
sempuma. Namun sebaliknya akan membawa keberuntungan dari segi 
penambahan ekonomi bagi masyarakat pemungut sampah" (Wawacara, 3 
Januari 2010). 

Kedua pemyataan di atas, mendapat respon dari Amir Hamzah selaku 

tokoh masyarakat Kabupaten Aceh Utara menjelaskan bahwa: 

" .......... Sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Utara perlu 
ditingkatkan guna perbaikan pelayanan masyarakat. Dalam bidang 
menjaga kebersihan perlu suatu upaya pendekatan kemasyarakatan karena 
sampah yang bertumpukan khususnya di dalam wilayah kota Lhosukon 
sangat terganggu dengan bau busuk dan mengakibatkan bencana bagi 
masyarakat sekitar. Sampah itu perlu ditangani dengan baik, mulai 
pembuangan awal sampai pembuangan akhir. Bila sampah dibiarkan dan 
akan mengakibatkan berbagai efek bagi masyarakat, terutama akan 
mengurangi keindahan kota, pencemaran tanah dan air." (Wawacara, 9 
Januari 2010). 

Pada kesempatan lain penulis juga telah mewawancarai Bapak Hanafiah, 

Camat Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara memberikan pendapatnya sebagai 

berikut: 
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" ........ Dalam penanganan sampah kami selaku pemimpin kecamatan, 
mempunyai program kebersihan seperti Jumat bersih, program ibu PKK tentang 
kebersihan lingkungan. Khususnya tentang kebersihan Kota Lhoksuk.on kami 
mohon kepada Dinas terkait untuk penambahan sarana berupa tong sampah untuk. 
setiap sudut jalan dan pasar. Kami juga telah menganjurkan kepada masyarakat 
untuk. membuang sampah pada tempat yang telah disediakan." (Wawacara, 9 
Januari 201 0). 

Sarana-sarana ini dikecamatan Lhoksuk.on terdapat di beberapa tempat 

dengan jumlah seperti berikut: 

1. Transfer depo (1 00-200 m 
3

) sebanyak 2 ( dua) unit, 

2. Kontainer (6-14m
3

) sebanyak 14 unit 

Pengumpulan Sampah organik 

Yang dimaksud dengan pengumpulan sampah organik, yaitu cara atau 

proses pengambilan sampah mulai dari sumber timbunan ketempat pengumpulan 

sementara atau sekaligus ketempat pembuangan akhi. Pengumpulan dilakukan 

pada tempat timbunan sampah yaitu, rumah tangga, pasar, fasilitas umum dan 

industri. Proses pengankutan mulai dari tempat pembuangan sementara 

dialakuk.an oleh petugas sampah ke tempat pembuangan akhir yaitu di desa teupin 

Kebeu Kecamatan Lhoksuk.on. 

Sistem pengumpulan dan pemindahan sampah dalam menjaga kebersihan 

lingkungan dilakuk.an di Kecamatan Lhoksuk.on ibuk.ota Kabupaten Aceh Utara 

dilakuk.an dengan tiga cara yaitu: 

1. Pola Pengumpulan Langsung 

Peketjaan pengumpu1an yang di1akukan Jansung dengan a]at pengangkut 

biasanya menggunakan Truck Dump truck untuk. melayani daerah komersial 

perdagangan, jalan protokol atau daerah yang mempunyai timbunan sampah. 
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2. Pola Pengumpulan Sampah Organik 

Pengumpulan sampah dari rumah ke rumah melalui kantong Plastik atau 

dengan gerobak pengumpulan, kemudain dibawa ke Transfer depo, slanjutnya 

diangkut oleh dump truck ketempat penampungan akhir (TPA). 

3. Lain-lain 

Peyapuan jalan dan pembersihan sekolah, yaitu pengumpulan sampah yang 

berupa basil penyapuan jalan dan pembersihan sekolah di pinggir jalan. Maka 

penyapuan jalan diperlukan pada daerah pusat kota. 

A. Sumber Timbunan Sampah di Kabupaten Aceh Utara yaitu: 

a. Sampah Rumah Tangga 

Sampah rumah tangga yang dikumpulkan oleh buruh adalah sampah 

organik yaitu berupa sampah dapur, sedangkan sampah lainnya tidak, kecuali ada 

negosiasi dari pemilik sampah dengan memberikan upah tambahan. Pembatasan 

jenis sampah yang dikumpulkan atau daingkut oleh tenaga kontrak dikarenakan 

tugas mereka hanya mengangkut sampah rumah tangga saja. Di sisi lain buruh itu 

juga dapat dibenarkan, karena ada kalanya juga warga memiliki jumlah sampah 

yang benar-benar banyak sebagai aktivitas sosial, ataupun sampah yang dihasilkan 

dari hasil gotong royong massal, contoh lainya sampah yang dihasilkan seperti 

pada saat mengadakan hajatan, penerbangan pohon-pohon dan sebagainya 

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Buk Ati, ibu rumah tangga 

Kabupaten Aceh Utara, yang mengatakan bahwa: 

" ........ Sampah perlu ditangani dan dikelola dengan teratur serta benar. 
Karena sampah sangat mengganggu kesehatan, pencemaran lingkungan 
dan mengakibatkan pencemaran udara oleh sampah yang membusuk. 
Maka di sini saya meminta melalui lembaga penanganan sampah oleh 
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Pemerintah perlu perbaikan kebijakan dalam penanganan sampah Kota 
Lhoksukon. Banyak kita jumpai sampah yang tak habis terangkut dan 
mengakibatkan bau pada musim hujan tiba. Parit dan got sering tersumbat 
oleh sampah dan mengakibatkan banjir." (Wawancara, 13 Januari 2010). 

Peneliti juga telah mewawancarai Bapak: Drs. Ishak Ali Basyah, MM 

yang berpropesi sebagai PNS di Lingkungan Pemkab Aceh Utara menyatakan: 

" ......... Dapat saya jelaskan, sistem pengelolaan sampah perlu dilakukan 
secara islami untuk mencapaikan keindahan dan kebersihan lingkungan. 
Karena kebersihan merupakan bagian dari anjuran agama untuk umat 
manusia di muka bumi secara umum. Maka peran serta masyarakat sangat 
diperlukan untuk menjaga sampah agar tidak dibuang sembarang dan oleh 
Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara juga 
perlu meningkatkan usaha penanganan di lapangan secara baik dan benar". 
(Wawancara Tanggal, 21 Januari 2010). 

Sampah organik yang diambil oleh buruh adalah hanya sampah dapur, 

kalau ada sampah diluar itu maka biasanya kami diberikan uang tambahan dari 

pemilik sampah, yang jumlahnya tidak ditentukan tergantung kerelaan dari 

pemilik sampah, pemberian uang tersebut sekedar uang minum, juga tergantung 

dari banyaknya sampah yang diangkut kalau sampah itu dari potongan pohon 

jambu dan mangga atau sisa bahan bangunan, konsekuensinya kalau pemilik 

sampah tidak memberi uang tambahan kami tidak akan mengambil samapah 

terse but. 

Berikutnya adalah tanggapan dari Humam Ali, sebagai waraga masyarakat 

Kabupaten Aceh Utara menyatakan: 

" ........ Jika kita perhatikan penanganan kebersihan lingkungan perlu sekali 
melibatakat masyarakat lokal guna sama-sama ikut bertanggungjawab 
dalam pengelolaan sampah, dan ada yang perlu diperhatikan terutama 
sumber daya manusia serta peralatan sampah. Kemudian lokasi 
pembuangan akhir yang juga perlu diperhatikan, tapi permasalahannya 
belum adanya sistem pengelolaan sampah yang baik maka tantangan 
dalam pengelolaan sampah menjadi tantangan kedepan dalam menciptakan 
Kota Lhoksukon bersih dan indah." (Wawancara, 17 Januari 2010). 
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Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan untuk mencapru. tujuan dan 

sasaran dalam pengelolaan sampah, karena dengan memanfaat potensi masyarakat 

melalui suatu kebijakan organisasi menjadi modal besar dalam melaksanakan 

pembangunan. Masyarakat lokal menjadi bagian yang paling mengetahui tentang 

sampah serta mareka mempunyai "pengetahuan lokal" untuk mengatasi masalah 

yang dihadapi tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Amir Santoso dalam 

winarno, (2000:24) menyatakan: 

Bahwa Untuk melakukan analisis terhadap suatu kebijakan tertentu, 
tetapi mungkin pendekatan tersebut tidak akan banyak membantu dalam 
melakukan analisis terhadap kebijakan publik dibandingkan dengan 
pendekatan lain. Hal ini terjadi karena bisa jadi suatu pendekatan akan 
sangat "mumpuni" untuk melakukan analisis terhadap suatu kebijakan 
tertentu, tetapi mungkin pendekatan tersebut tidak akan banyak membantu 
dalam melakukan analisis terhadap kebijakan lain. 

Pada kesempatan lain peneliti telah mewawancarai Bapak Hamdani, 

bekerja sebagai sopir warga Kabupaten Aceh Utara menjelaskan: 

"' ....... Penanganan sampah pada Kota Lhoksukon menurut saya perlu 
peningkatan terutama jumlah tenaga kerja dan keahlian dibidang sampah. 
Karena kawasan kota perlu diperbaiki dan ditambah sarana tempat 
pembuang sampah. Juga perlu penerangan kepada masyarakat agar dalam 
pembuangan sarnpah lebih tertib. Sarnpah itu akan membawa wabah 
kepada masyarakat kalau tidak ditangani dengan benar. Namun sebaliknya 
perlu juga perbaikan tata kerja atau sistem pembuangan dan pemungut 
sampah masyarakat" (Wawacara, 17 Januari 2010). 

Pernyataan tersebut di atas, didukung pola oleh Kasmawati, PNS yang 

juga warga kota Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara menjelaskan: 

"' ....... Permasalahan sampah di Kota Lhoksukon saya lihat perlu 
peningkatan sarana dan sistem serta peran serta masyarakat setempat 
dalam menangani sampah. Disamping itu perlu adanya pengawasan dari 
danas terkait. Juga perlu diberikan wawasan tentang penganganan sampah 
kepada warga masayarakat agar dalam pembuangan sampah lebih tertib. 
Sampah itu akan membawa bahaya kepada kita kalau tidak tangani dengan 
baik dan menjadi tantangan kedepan. Namun sampah akan memberi efek 
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sosial dari segi penambahan ekonomi bagi masyarakat pemungut sampah" 
(Wawacara, 13 Januari 2010). 

Permasalahan pengelolaan sampah tersebut dan peran serta masyarakat 

seperti yang dikemukakan oleh Departemen PU, (1999:8) dapat dirinci sebagai 

berikut: 

1. Kondisi peran serta masyarakat di Indonesia secara umum berpotensi 
besar, tetapi sayang potensi tersebut sering dilupakan untuk digunakan 
sebagai potensi meningkatakan efektivitas program persampahan. 

2. Terjadinya persepsilanggaran dikalangan masyarakat yang menjurus 
pada kebiasaan bahwa penanganan persampahan merupakan tanggung 
jawab pemerintah daerah, sehingga mengurangi tanggung jawab 
sendiri untuk turut memelihara kebersihan. 

3. Belum adanya program formal untuk mengajak masyarakat berperan 
serta dalam program kebersihan kota secara berkesinambungan, 
sehingga masyarakat mempunyai pandangan bahwa masalah 
persampahan tanggung jawab penuh dari pemerintah kota. 

4 Peran serta yang biasanya diberikan kepada masyarakat kurang terarah 
dan hanya bersifat insidentil, misalnya dalam rangka peringatan atau 
perayaan tertentu. 

Meskipun tidak ada masalah lagi antara buruh dengan warga masyarakat 

secara umum, namun masih ada diantara warga tersebut yang tidak puas atas 

perilaku buruh, karena sebagai warga masyarakat tersebut merasa bahwa mereka 

telah membayar restribusi sampah setiap bulan menganggap bahwa mereka harus 

di layani sepenuhnya oleh buruh, padahal sebenarnya masyarakat kurang paham 

jenis sampah yang diambil oleh buruh kontrak dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat khususnya sampah rumah tangga. 

b. Sampah Pasar. 

Sampah pasar yang ada di kota Lhoksukon yaitu pasar pagi, aktivitas dari 

pasar ini berlangsung dari pagi sampai sore hari. Sebagian penjualan sampai 

malam hari, untuk pengumpulan sampah pasar itu baru dapat dilakukan pada sore 
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hari karena kegiatan berhenti pada sore hari atau sampai malam hari. Apalagi 

sampah yang dihasilkan para pedagang-pedagang yang menggelar dagangannya di 

pinggir-pinggir jalan. jadi disini buruh baru dapat mengumpulkan sampah pada 

sore hari. Dalam hal ini pengumpulan sarnpah-sampah yang diangkat oleh buruh 

bukan saja sampah pasar, tetapi juga termasuk sampah dapur atau rumah tangga, 

karena rumah-rumah yang ada dekat pasar juga menaruh sampahnya di Tempat 

Pembuangan Sementara (TPS) yang ada dipasar. Sampah yang dihasilkan dari 

pasar setiap harinya tidak dapat terangkat karenajumlah sangat besar. 

Permasalahan pengelolaaan sampah organik yang disebutkan di atas, juga 

disampaikan oleh Ilyas MA yang berprofesi sebagai pedagang di kota Lhoksukon 

memberikan penjelasan sebagai berikut: 

" ........ Penanganan sampah itu sungguh perlu ditingkatkan oleh Dinas 
Pasar, kebersihan dan pertamanan Aceh Utara bersama dinas terkait, 
namun permasalahannya belum adanya perubahan yang menyenangkan 
bagi kami selaku pedagang terutama tentang kebersihan pasar dan jalan
jalan dalam kota. Maka di sini dapat saya sarankan supaya Pemerintah 
pihak yang bertanggungjawab dalam bidang kebersihan lingkungan dan 
dibantu oleh masyarakat maka perlu memperbaiki sistem pengelolaan 
sampah guna terciptanya keindahan" (Wawancara, 13 Januari 2010). 

Dalam kesempatan lain juga penulis telah mewawancarai Bapak Drs. 

Hafifuddin, M.Ag. (Akademisi) mengungkapkan sebagai berikut. 

" ........ Dapat saya jelaskan bahwa, dalam usaha pengelolaan sampah 
masyarakat, sampah pasar dan dari daun-daunan di Kota Lhoksukon perlu 
ditingkatkan pelayanan oleh Dinas terkait. Karena banyak kita jumpai 
sampah yang dibuang sembarangan dan bukan pada tempat yang telah 
disediakan. Akibat dari itu akan terganggu keindahan dan dapat 
menimbulkan bau busuk. Serta terjadi pencemaran lingkungan akibat 
sampah berserakan dan banyak pula selokan-selokan yang tersumbat 
akibat sampah yang mengakibatkan banjir hila hujan tiba". (Wawancara 
Tanggal, 22 Januari 2010). 
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c. Sampah Jalan 

Yang dimaksud sampah jalan disini adalah sampah yang ditimbulkan oleh 

proses alamiah seperti daunan dijalan atau adanya prilaku manusia dengan sengaja 

membuang sampah secara sembarangan. Sedangkan jalan yang dimaksud adalah 

jalan dilalui oleh kendaraan umum, seperti jalan Raya Medan-Banda Aceh dan 

jalan lainnya. Penyapuan jalan dilak.ukan oleh buruh perempuan pada pagi hari 

sekitar pukul 07.00 s/d 11.00 Wib. Sedangkan jumlah sesuai pada panjang jalan 

yang di sapu, biasanya setiap orang menyapu 1 Km, penyapu jalan dilakukan dua 

kali dalam sehari pada pagi hari dan sore hari sejak pukul 16.00 Wib s/d 18.00 

wib. 

d. Sampah Industri 

Sampah industri dihasilkan oleh Industri yang ada di Kecamatan 

Lhoksukon termasuk dalam skala kecil. Karena industri yang ada rata-rata industri 

kecil atau home industry, seperti perabot rumah tangga, kerajinan rotan dan 

pembuatan makanan. Sehingga sampah yang dihasilkan cukup dimasukan ke 

Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang diletakan dipinggir jalan. Dengan 

cara dimasukkan kedalam kantong-kantong plastik, seperti sampah sisa kayu, 

rotan, dan sampah dari bahan makanan misalnya kulit ubi, kulit pisang, kulit 

kedelai. Sampah ini diletakan pada tempat yang telah ditentukan dan 

dikumpulkan oleh petugas untuk di huang ke Tempat Pembuangan Akhir. 

2. Pemindahanlpengangkatan sampah 

Yang dimaksud dengan pemindahan/pengangkatan sampah disini 

adalah kegiatan pengangkutan dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) untuk 
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dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Jenis kendaraan yang digunakan 

oleh Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara untuk 

pengangkutan sampah dari TPS ke TPA adalah Dump Truck dan Amroll Truck. 

Di kecamatan Lhoksukon jumlah total timbunan sampah setiap harinya yaitu 

sebanyak 744M3. Dari jumlah tersebut yang terangkut hanya 55% saja dan sisa 

sampah tidak terangkut sebanyak 294 M3, jadi penduduk yang terlayani hanya 

55%. Hal ini dikarenakan kendaraan pengangkutan sampah yang dimiliki oleh 

Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara, tidak semuanya 

dalam kondisi baik, dari 10 Unit Dump Truck berkapasitas 6M3 kondisinya 50% 

rusak berat, 30% Rusak Ringan, 20% Baik, sementara Dump Truck terbatas 

sehingga sampah tidak dapat diagangkut semaksimal mungkin. 

Peneliti telah mewawancarai Bapak Drs. Ibrahim Bewa, MA. Berpropesi 

sebagai Tim Ahli DPRK Kabupaten Aceh Utara dan memberi tanggapan: 

" ......... Dapat saya jelaskan hila sampah tidak ditangani secara 
profesional sesuai standar pengelolaan sampah yang dituntut oleh 
undang-undang kebersihan dan lingkungan hidup akan mengakibatkan 
bahaya bagi umat manusia. Maka dalam pengimplementasi tentang 
pengelolaan sampah perlu dipahami makna kesehatan lingkungan itu 
sendiri. Jadi sampah itu perlu penanganan khusus untuk menjaga 
keindahan, kesehatan lingkungan masyarakat, serta menjaga sumber air 
agar tidak tercemar oleh sampah.(Wawancarai Tanggal, 22 Januari 
2010). 

Timbunan sampah akan meningkat sampai 20% dari jumlah timbunan 

sampah pada musim buah, sehingga timbunan sampah tersebut berjumlah 895 

M3 per harinya, pengangkutan sampah ini dilakukan dari pukul 08.00 Pagi hingga 

pukull6.00 pada hari biasa pengangkutan sampah hanya dilakukan satu kali. 

f. Pembuangan Akhir 
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Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang digunakan oleh Dinas 

Pasar, Kebersihan, dan Pertanaman Kabupaten Aceh Utara pada saat sekarang ini 

adalah: 

A. Lokasi Utama 

1. Nama Daerah I Lokasi 

2. Luas Daerah I Lokasi 

3. Status T anah 

B. Jarak Dari Lokasi 

1. Pemukiman terdekat 

2. Sungai I Badan Air 

3. Pantai 

4. Lapangan Terbang 

5. Pusat Kota 

6. Kondisi Tanah 

7. Topografi/TP A 

: Desa Teupin Keube Lhoksukon 

: 14Ha 

: Milik Pemkab Aceh Utara 

: 1.5 Km 

: 100 Meter 

: 12Km 

:26Km 

:5Km 

: Liat 

: Te:rjang/Jurang 

Sistem TPA yang diterapkan di Desa Teupin Keube Lhoksukon yaitu 

dengan menggunakan system Controllet Lanfii, dimana setiap satu minggu sekali 

di lokasi dikeruk dengan menggunakan Bulldozer, lokasi Tempat Pembuangan 

Akhir (TP A) ini untuk mengurus sampahnya selain dikeruk juga ditimbun dengan 

tanah, sedangkan pembakarannya hanya dilakukan dengan skala kecil sekedar 

untuk mengusir lalat. TP A Desa Teupin Keube Lhoksukon ini terdapat 2 orang 

pengawas yaitu Bapak Muhammad dan Bapak Hasan, tugasnya mengawasi keluar 

masuk. truck sampah, seperti dikemukakan Bapak Muhammad pada saat temuan di 

Lokasi TP A Teupin Keube. 
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Tugas mereka di TP A sebagai pengawas keluar masuk truck sampah 

dimana mereka memberikan kupon supir sebagai tanda bukti bahawa mereka telah 

mengangkat sampah ke TP A, bukti terse but disetorkan ke Dinas Pasar, 

Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara, disamping sebagai pengawas 

TP A mereka juga dapat mengumpulkan barang-barang bekas sebagai tambahan 

penghasilan mereka (Wawancara tanggal2 Agustus 2009). 

Tabel : 4.10 Sarana Yang Dipergunakan Dalam Penanganan Kebersihan 
L. k d. K t Lh ks k T h 2009 mg1 ungan I ecama an 0 u on a un . 

Kondisi Hilang 
No Sarana Jumlah rusak Tsunami 

1. Pen_B!ll11pulan Grobak/Becak sampah 28 10 8 
2. Penampungan!Pemindahan 

- TPS (1-2M3) 30 - 20 
- Transfer Depo Tipe 1 (200 M3) 14 - 10 
- Kontainer 6-14M3 25 - 5 
- Tong sampah 40 - 25 

3. AlatangkutMekanis 
- Dump Truck Besar Kapasitas 6 -8 M3 14 8 2 

Sumber: Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kab. Aceh Utara 2009 

Sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pasar, 

Kebersihan, dan Pertamanan dalam penanganan sampah di Kecamatan Lhoksukon 

adalah sebagai berikut: 

1. Sarana bengkel 

a. Jumlah bengkel yang dimiliki sebanyak 1 unit 

b. Garasi empat unit 

2. Prasarana urn urn yang ada di TP A 

a. Jalan masuk TP A 

Panjang jalan menunju ke TP A 1500 M dihitung dari pinggir jalan besar 

menuju lokasi TP A kondisi jalan rusak berat. 
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b. Drainase. 

- Belum mencukupi kebutuhan 

- Dapat mencegah sebagai besar a1iran hujan dari luar TP A 

- Dapat menampung sebagian air hujan da1am TP A 

c. Di sekitar lokasi TP A di pagari oleh pagar hidup 

d. Perlindungan Lingkungan TP A dan sekitarnya. 

- Lapisan kedap (dasar) untuk penahan rembesan air. 

- Tersedia kolam penampungan sebelum pengolahan 

- Pengolahan lindi untuk mencegah pencemaran lingkungan 

- Frekwensi penutupan timbunan sampah dilakukan satu minggu sekali. 

e. Alat berat pendukung operasional yaitu Bulldozer 

f. Penghijauan untuk mengurangi pengaruh bau, lalat. 

g. Pembiayaan untuk Penanganan Kebersihan lingkungan. 

h. Peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah. 

Pengolahan sampah agar beijalan dan mencapai tujuan yang diharapk~ 

maka sangat di butuhkan berbagai aspek pembiayaan. Pengelolaan sampah ini 

mencakup struktur pembiayaan dan sumber dana da1am pengolahan sampah 

oleh Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara berasa1 dari 

restribusi persampahan. 

Peraturan Daerah (Qanun) Nomor 10 Tahun 2010 tentang restribusi pengurusan 

Tinja 

Da1am Qanun tersebut diatur restribusi berdasarkan wajib tarif yang terdiri 

dari pemukiman, took, hotel, rumah makan, perkanto~ kawasan indutri dan 
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fasilitas umum lainnya Tarif nilai restribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah 

(Qanun) nomor 10 tahun 2010 tentang restribusi kebersihan nilai tidak sesuai lagi 

dengan kondisi sekarang. Sehingga Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan 

mengusulkan kepada Bupati Aceh Utara tetang tarif dan obyek baru untuk 

menambah pendapatan dari sektor restribusi kebersihan, namun belum disetujui 

oleh DPRK. Tarif distribusi kenaikan sampai 100% dari Rp. 500 menjadi 1000 

untuk kendaraan roda dua (parkir di pinggir jalan) sedangkan untuk mobil dari 

1000 menjadi 2000,- hal ini perlu dipertimbangkan karena terjadi kenaikan bahan 

bakar minyak pada tahun lalu, maka perlu dinaikan tarif dari kedua objek 

terse but. 

Untuk itu perlu dipertimbangkan dari segi kemampuan obyek pengutan 

restribusi, sedangkan instansi pemungut retribusi berdasarkan obyek sebagai 

berikut :Restribusi Kantor dipungut oleh Dinas Kebersihan 

a. Restribusi Kebersihan jenis usaha dipungut oleh Dispenda 

b. Restribusi Kebersihan perumahan di pungut oleh PLN 

c. Restribusi Kebersihan Kios terminal dipungut oleh Dispenda 

d. Restribusi Pasar dipungut oleh Dinas Kebersihan 

e. Restribusi Penyedotan Tinja di pungut oleh Dinas Kebersihan 

Pendapatan dan restribusi kebersihan tahun 2005 ditargetkan sebesar 

Rp. 570.000.000,- ternyata hanya teralisasi sebesar Rp. 342.000.000,- atau 60 % 

dari target. Hal ini dikarenakan belum intensifnya dilakukan dengan berbagai 

pihak, yaitu: 

a KUD: sebesar Rp. 4.224.000.000,- (Restribusi kebersihan perumahan). 
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b. Perpanjangan tangan (pihak ke 3) sebesar Rp. 107.800.000 (restribusi 

kebersihan Kios Terminal dan kios Pasar) 

1. Pemerintah Daerah 

Pemerintah daerah akan mengeluarkan anggaran biaya yang dibutuhkan 

oleh dinas kebersihan dalam penanganan kebersihan yang meliputi belanja 

Pegawai dan Biaya Operasional, dimana biaya tersebut berasal dari 

pendapatan restribusi kebersihan yang masuk ke Kas Daerah sedangkan 

kekurangan di Subsidi oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat member 

bantuan dalam bentuk sarana di lokasi Tempat Pembanguanan akhir (TPA) 

alat berat berupa Bulldozer dan intalasi tinja 

2. Pinjaman ADB 

Pinjaman ADB ini digunakan untuk penambahan sarana/prasarana seperti 

pembelian Dump Truck untuk pengangkutan sampah 

3. Swadaya Masyarakat 

Swadaya masyarakat dapat diwujudkan dalam kegiatan melalui karang 

taruna dan PKK. Bantuan ini dapat berupa penyediakan sarana pewadahan 

(Bak sampah, Tong sampah) dan sarana pemindahan (gorabak sampah) 

Mengenai dana yang diperoleh oleh Dinas Pasar, Kebersihan, dan 

Pertamanan Kabupaten Aceh Utara untuk membiayai operasioanal penanganan 

sampah dan belanja Pegawai untuk tahun anggaran 2005/2006 sebesar 

Rp. 407.230.000,- sedangkan pendapatan dari restribusi kebersihan sebesar hanya 

Rp. 342.000.000,- sehingga kekurangan dari pembiayaan untuk penanganan 

tersebut di subsidi dari pemerintah Kabupaten Aceh Utara Rp. 65.230.000,-
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Pengelolaan sampah di Kota Lhoksukon dimana Dinas Pasar, 

Kebersihan, dan Pertamanan kekurangan Pegawai dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat, sehingga perlu pembenahan Pegawai, sedangkan untuk tenaga 

honorer tidak mungkin diangkat menjadi PNS kalau dari usia dan tingkat 

pendidikan dimana tenaga honorer tersebut usai rata-rata di atas 40 tahun dan 

pendidikan mereka tamatan SD dan SMP, selain itu Pemerintah Daerah bel urn 

mampu untuk membiayai pengangkatan Pegawai sebanyak 130 orang terse but jadi 

disini pemecahannya perlu peningkatan dan kesejahteraan dari tenaga honorer 

tersebut seperti perbaikan gaji yang memnuhi UMR yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. 

Menyakut dengan pengelolaan sampah yang baik ditanggapi oleh Mawar 

Hayati, selaku Dosen AKBID Kabupaten Aceh Utara sebagai berikut: 

" ......... Pengelolaan sampah di Ibukota Kabupaten Aceh Utara, perlu 
ditingkatkan dalam bidang pemahaman kepada masyarakat tentang 
bagaimana cara hidup bersih dan masyarakat juga perlu diberi suatu ilmu 
tentang cara hidup bersih dan masyarakat juga perlu diberi suatu ilmu 
tentang cara menjaga lingkungan yang bersih. Maka ini perlu diupayakan 
oleh Dinas terkait di samping sarana dan prasarana juga perlu diperbaiki. 
Jadi pada suatu hari Kota Lhoksukon akan menjadi kota yang beriman 
yang dicita-citakan oleh seluruh warga" (Wawancara, 15 Januari 2010). 

Hal tersebut oleh Dinas pengelolaan sampah perlu dibuat suatu formulasi 

kebijkan publik Drindle dalam Wahab, ( 1989: 127) mengemukakan tentang 

proses formulasi yaitu: 

Proses formulasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan 
saran-saran yang semula telah diperinci, program-program aksi telah 
direncanakan dan sejumlah danlbiaya telah dialokasikan untuk 
mewujudkan tujuan-tujuan dan saran-saran tersebut. Inilah pokok bagi 
formulasi kebijakan apapun. 
Pencapaian dari suatu kebijakan yang telah disebut diatas sangat di 
pengaruhi oleh isi kebijakan dan kontek formulasinya isi kebijakan itu 
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sendiri terdiri atas. (1) Kepentingan yang dipengaruhi tipe manfaat (2) 
derajat perubahan yang diharapkan: (3) Letak pengambilan keputusan: (4) 
Pelaksanaan Program: (5) Sumber daya yang diambil, sedangkan konteks 
formulasinya terdiri atas: 
a. Program dilaksanakan atas satu teori yang menghubungkan perubahan 

perilaku kelompok target dan pencapian tujuan terhadap keadaan yang 
diinginkan (tujuan objektif) 

b. Status (keputusan kebijakan yang lain) mengandung araban dan stuktur 
kebijakan yang jelas melalui proses formulasi, sehinga bias 
memaksimalkan kelompok target, bias menampilkan perilaku sesuatu 
yang diinginkan. 

c.. Program yang dilakukan aktif oleh kelompok-kelompok target yang 
terorganisasi oleh sebagian legislative kunci atau eksekutif utam 
sepanjang proses formulasi, dimana pihak pengadilan bersifat netral 
atau mendukung. Prioritas terhadap tujuan-tujuan tindakan tergantung 
oleh kemunculan dari kebijakan publik yang bertentangan, atau oleh 
perubahan yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi yang 
berpengaruh negatif terhadap dukungan politik atau teori teknis. 

Hal senada disampaikan oleh Bpk. Muhammad yang berkerja sebagai 

PNS dilikungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memberikan penjelasan: 

" ....... Untuk membuat suatu Kota menjadi bersih harus fokus dan komit 
di bidang anggaran dan mengenai pengelolaan sampah di Aceh Utara, 
permasalahannya belum adanya sistem yang sempurna dan moderen 
sehingga tantangan dalam pengelolaan sampah menjadi kendala. Maka 
belum bisa dijadikan sebagai peluang bisnis yang dapat menghasilkan 
biaya APBD Kabupaten Aceh Utara." (Wawancara, 15 Januari 2010). 

Kalau dilihat dari aspek teknis operasional Dinas Pasar, Kebersihan, dan 

Pertamanan Kabupaten Aceh Utara dalam penanganan sampah belum sepenuhnya 

dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, ini terlihat dari masyarakat yang 

terlayani barn 55% dan sampah yang terangkat ke TPA baru 409M3 dari 744 M 

jumlah sampah yang ada setiap hari, dengan adanya hal tersebut Dinas Kebersihan 

mencari pemecahannya supaya masyarakat yang terlayani bisa mencapai 800/o 

seperti yang ditargetkan dan sampah bisa dapat terangkat semua ke T empat 

Pembuangan Akhir (TP A). 
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Pendapatan dari restribusi persampahan tidak perlu dilakukan perobahan 

tarif kalau penagihan dapat lebih diintensifkan. Sebab hasilnya lebih efektif 

penagihan yang intensif, dibandingkan perubahan tarif, tetapi penagihan masih 

belum seperti yang diharapkan. Oleh karena itu pendapatan restribusi 

persampahan belum mencapai target yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten 

Aceh Utara. 

B. Faktor-faktor yang menjadi Pendukung dan penghambat 

Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Lhoksukon, berdasarkan data yang 

diperoleh melui wawancara, observasi maupun studi dokumentasi selama 

penelitian berlangsung, maka dapatlah di deskripsikan sebagai berikut: 

a. Faktor-faktor pendukung 

1. Adanya kearifan dari pemerintah daerah dari Dinas Pasar, Kebersihan, dan 

Pertamanan Kabupaten Aceh Utara dalam melakukan rapat koordinasi 

dengan Dinas terkait tentang pengelolaan sampah. 

2. Adanya instruksi dari Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara untuk 

melaksanakan Jum'at bersih bagi instansi-instansi Pemerintah, sekolah

sekolah dan masyarakat dalam membersihkan lingkungan maupun 

fasilitas-fasilitas umum yang berada di wilayah Kota Lhoksukon. 

3. Melaksanakan gotong royong membersihkan lingkungan oleh seluruh 

instansi pemerintah, sekolah-sekolah, para Camat, dan Desa yang berada 

di wilayah Kecamatan Lhoksukon. 

4. Kearifan dari warga masyarakat dan tokoh Agama membangun semangat 

bersih melalui ceramah-ceramah, kegiatan-kegiatan sosial, baik secara 
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langsung maupun tidak langsung, khususnya pada kegiatan-kegiatan 

keagamaan. 

5. Adanya papan himbauan tentang kebersihan dan tentang pembayaran 

restribusi serta himbauan untuk tidak membuang sampah sembarangan. 

6. Kedisiplin dari para pekerja (tenaga kontrak) yaitu setiap harinya 

mengambil sampah. 

7. Adanya kesadaran dari sebagian masyarakat untuk senantiasa menjaga 

kondisi kebersihan, dengan tidak membuang sampah secara sembarang. 

b. Faktor Penghambat 

Selain faktor pendukung guna menunjang pengelolaan sampah sesuai 

yang telah direncanakan, terdapat berbagai kendala yang menghambat dalam 

pencapaian tujuan. Adapun kendala dalam pelaksanaan pengelolaan sampah 

secara umum dapat dilihat pada beberapa aspek antara lain: 

1. Perundang-undangan. 

Seperti diketahui dalam penanganan kebersihan persampahan didasari oleh 

peraturan Daerah (qanun) Nomor 10 tahun 2010, namun dalam formulasinya 

terdapat berbagai kelemahan-kelemahan yang dimaksud antara lain: 

(a). Peraturan yang ada temyata belum semuanya di formulasikan 

sebagaimana mestinya; misalnya peraturan mengenai dieajibkan, rumah, warung, 

agen-agen angkutan atau usaha lain untuk menyediakan kotak sampah dihalaman 

tempat usaha masing-masing atau di tepi jalan, peraturan mengenai tindah pidana 

bagi pelanggar kebersihan, dengan demikian peraturan mengenai penyilidikan 

dengan sendirinya juga tidak jalan. (b). Peraturan Daerah (Qanun) ini sudah 
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kw'ang tidak sesuai lagi baik teknis maupun operasionalnya dengan 

perkembangan sekarang. (c). Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui 

isi/konteks peraturan secara memadai khususnya yang menyangkut kewajiban 

yang tidak mau membayar restribusi kebersihan karena mereka menganggap tidak 

pemah menerima pelayanan dalam hal penanganan sampah. 

2. Aspek Institusi 

Institusi yang mengformulasikan kebijakan dalam penanganan kebersihan 

lingkungan di Kecamatan lhoksukon adalah pada Dinas Pasar, Kebersihan, dan 

Pertamanan Kabupaten Aceh Utara hams dibenahi baik secara struktural maupun 

fungsionalnya. Perlu pengewasan dan monitoring lapangan guna tercapainya 

tujuan pengelolaan sampah di Kota Lhoksukon. 

3. Aspek Operasional 

Untuk masalah operasional penanganan kebersihan terdapat beberapa 

kelemahan, seperti: (a) Masih adanya petugas yang kurang disiplin dalam 

menjalankan tugasnya, (b). Sampah sering tidak terangkut dari lokasi Tempat 

Penampungan Sementara (TPS) ketempat Penampungan Terakhir (TPA). (c) 

Keterbatasan jumlah sarana dan prasarana persampahan. (d), Masih rendahnya 

Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh 

Utara khususnya Kota Lhoksukon. 

Dalam wawancara dengan saudara Ahmad Yamani (Tokoh Pemuda 

Kabupaten Aceh Utara) memberi respon sebagai berikut. 

" .......... Dapat sayajelaskan, kami selaku masyarakat Aceh utara, di mana 
penanganan sampah perlu dilakukan upaya-upaya baru secara moderen 
dan peningkatan pengelolaan sampah itu dari sisi sumber daya manusia 
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guna sampah itu bisa direproduksi kembali menjadi barang-barang 
berharga. Sehingga banyak pemuda pengangguran yang tertolong bila 
program ini dilakukan dan akhimya dapat meningkatkan ekonomi rakyat 
kecil. Dalam pengelolaan sampah kita sangat setuju hila Dinas terkait 
mengusulkan suatu program penanganan sampah di Lhoksukon untuk 
diolah kembali menjadi bahan industri, seperti plastik atau kertas 
pembungkus". (Wawancara Tanggal, 21 Januari 2010). 

3. Aspek Pembiayaan 

Pada aspek ini terdapat permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh 

Utara yaitu: (a) Masih kurang dan terbatasnya dana operasional, (b) Karena 

penarikan distribusi pada masyarakat tidak mungkin dilaksanakan, (c), Belum 

maksimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari penerimaan retribusi Dinas 

Pasar, kebersihan, dan pertamanan Kabupaten Aceh Utara. 

4. Aspek Peran Masyarakat. 

Peran masyarakat dalam hal kebersihan lingkungan didapati beberapa 

permasalahan, yaitu: (a) Masih terdapat sebagian dari masyarakat yang belum 

memberikan perhatian dan kesadaran sepenuhnya terhadap kebersihan 

lingkungannya masing-masing, yaitu seenaknya membuang sampah secara 

semberangan tanpa mengindahkan aturan-aturan yang telah disepakati oleh 

Pemerintah Daerah, (b) Masih ada anggapan di kalangan masyarakat bawah 

pengelolaan kebersihan merupakan tanggung jawab institusi pengolahan 

kebersihan, sehingga mengurangi tanggung jawab dari Dinas Kebersihan. 

Masalah peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah mendapat 

tanggapan dari Isjon, sebagai tokoh masyarakat di Lhoksukon sebagai berikut: 

" ........ Untuk menjaga kota tetap bersih dan indah, perlu kerja sama semua 
unsur masyarakat kota. Terutama dalam menjaga keindahan Kota 
Lhoksukon kita sangat mengharapkan upaya terpadu antara pemerintah 
dengan masyarakat. Namun permasalahannya belum adanya suatu kerja 
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keras dari berbagai unsur guna menjaga kebersihan sehingga menjadi 
tantangan dalam pengelolaan sampah Kabupaten Aceh Utara" 
(Wawancara, 15 Januari 2010). 

Hal tersebut sesuai yang dikemukakan oleh Muzmainiah dan Sabatert, (2000:4) 

sebagai berikut: 

Formulasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksaan dasar, biasanya 
adalah bentuk undang-undang, namun dapat pula dibentuk perintah atau 
keputusan eksekutif yang penting atau keputusan-keputusan badan 
peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengindentifikasikan masalah 
yang ingin diatasi, menyebutkan secara tergas tujuanlsasaran yang ingin 
dicapai, dan berbagai cara untuk mentrukturkanlmengatur proses formulasi 
ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertantu, biasanya 
diawasi dengan tahapan pengesahan Undang-undang, kemudian output 
kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanan keputusan oleh badan (instansi), 
pelaksanaan kesediaan dilaksanakan keputusan-keputusan tersebut oleh 
sekelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki atau yang tidak 
dari output tersebut dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan 
yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan terpenting 
(atau upaya untuk melaksanakan perbaikan-perbaikan) terhadap peraturan 
dan Undang-undang yang bersangkutan. 

Syahdansyah, tokoh masyarakat kota Lhoksukon memberikan penjelasan 

sebagai berikut: 

" ........ Dalam pengelolaan sampah di Kota Lhoksukon .khususnya yang 
sangat perlu kita upayakan adalah mentalitas setiap warga untuk menjaga 
kebersihan. Karena dalam memperbaiki suatu pekeijaan apapun sarana dan 
prasarana juga penting tapi manusia yang terlibat dalam setiap kegiatan itu 
perlu diusahakan kecintaan terhadap lingkungannya masing-masing. 
Sehingga kewajiban menjaga kebersihan menjadi tanggung jawab 
pemerintah dan warga masyarakat" (Wawancara, 15 Januari 2010). 

Tidak jauh berbeda dengan pernyataan di atas, dalam wawancara peneliti 

denagan Bapak Indra Nuatan,SH dijelaskan selaku masyarakat kota Lhoksukon 

sebagai berikut: 

" ......... Kami selaku masyarakat Aceh utara, di mana penanganan sampah 
perlu dilakukan upaya-upaya baru secara moderen dan peningkatan 
pengelolaan sampah itu dari sisi sumber daya manusia guna sampah itu 
bisa direproduksi kembali menjadi barang-barang berharga Sehingga 
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banyak pemuda pengangguran yang tertolong hila program ini dilakukan 
dan akhirnya dapat meningkatkan ekonomi rakyat kecil. Dalam 
pengelolaan sampah kita sangat setuju hila Dinas terkait mengusulkan 
suatu program penanganan sampah di Lhoksukon untuk diolah kembali 
menjadi bahan industri, seperti plastik atau kertas pembungkus". 
(Wawancara, 15 Januari 2010). 

Hal tersebut dalam pengelolaan sampah perlu memperhatikan formulasi 

kebijakan yang tepat sasaran seperti yang dikemukan oleh Linerberry (2000:70) 

mengatakan bahwa setidak-tidaknya upaya formulasi memiliki elemen-elemen 

sebagai berikut: 

a. Kreasi dan susunan pegawai agen baru guna diformulasikan kebijakan 
bam, atau menetap tanggung jawab fonnulasi kepada personal atau agen 
yang ada. 

b. Menerjemahkan maksud dan tujuan legislative kedalam aturan-aturan 
operasional yang baik, perlu pengembangan pendahuluan bagi para 
perencana. 

c. Koordinasi sumber daya agen dan pembiayaan (expenditure) pada target 
group, pengembangan tanggung jawab devis dalam agen dan antara agen 
dengan agen tyang tekait. 

d. Alokasi sumber daya guna kesempurnaan kebijakan. 

lmplementasi Kebijakan dalam upaya meningkatkatkan kualitas pelayanan 

publik dilakukan dalam memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayan prima. 

Penyedian pelayanan pemerintah yang berkualitas sangat dipengruhi olah tingkat 

sumber daya manusia yang dimiliki oleh sebuah organisasi. 

Menurut wawancara dengan Bapak Sofwan, selaku tokoh pemuda 

menjelaskan sebagai berikut: 

" ........ mengatakan, dalam mewujudkan kebersihan kota Lhoksukon harus 
adanya kerja keras dari semua aparatur terkait, mulai dari aparatur 
Kabupaten Aceh Utara termaksuk tingkat kecamatan dan kelurahan desa 
serta tidak kalah pentingnya semua anggota masyarakat. Karena peran 
serta masyarakat dalam pengelolaan sampah lingkungan sangat besaar 
akibatnya. Sebab mareka adalah sangat butuh dan mengerti dengan 
kebersihan lingkungannya" (wawancara 9 Maret 2010). 
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Seperti yang dikemukan oleh Ermest dalam Stillman, (2000:377 ) 

menyatakan yaitu: 

dengan "contingency theory" (teori kontigensi) yang memandang bahwa 
formulasi sebagai proses interaksi berkesinambangan yang cukup komplit, 
yaitu melibatkan interaksi dengan lingkungan, stimulasi, kebijakan, 
program yang basil semuanya sangat tergantung pada muatan spesifik, 
e1emen-elemen dan ketetapan waktu dari interaksi tersebut. 

Keinginan untuk berubah tersebut cukup tinggi, hanya mungkin didalam 

pela.ksanaannya terdapat hambatan-hambatan dari oknum-oknum tertentu yang 

menginginkan keadaan tetap statis. Apabila paradigma baru ini dijalankan secara 

terus menerus, diharapkan pelayanan yang baik akan dapat terwujud dengan baik. 

Peneliti dalam hal ini telah melakukan wawancara dan menurut Faisal. Ka. 

Pemusnahan Sampah dan Air Kotor, menyatakan bahwa: 

".. ... .. . usaha-usaha untuk menerapkan pelayanan di bidang kebersihan 
cukup tinggi, hal ini terlihat dari berhasil memperoleh penghargaan dari 
Pemerintah Pusat sebagai kota yang bersih. Untuk pencapaian tujuan 
menciptakan kebersihan kota-kota yang ada di Kabupaten Aceh Utara. 
Dimana Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan telah melakukan 
berbagai usaha dalam penge1olaan sampah antara lain : a.Mendekatkan 
pelayanan pada masyarakat, dengan membuka tugas pelayanan dikantor 
kecamatan. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mendekatkan pelayanan pada 
masyarakat. b.Mencoba mengusahakan pro-aktif didalam palayanan 
dengan cara "jempu-bola", dimana daerah yang banyak sampah diminta 
informasi dari masyarakat atau saran-saranya. c. Mencoba untuk 
meningkatkan mutu pelayanan dengan menjajaki kemungkinan untuk 
mendapatkan pelayanan yang tanpa protes dari masyarakat. d. 
Memanfaatkan potensi masyarakat setempat dengan memberi kepercayaan 
untuk menjaga kebersihan di1ingkungannya. e. Menambah angkutan 
armada pengankutan sampah yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan 
kekurangan kendaraan pengangkutan sampah selama ini. f. Menaikan 
penghasilan bagi pekeija pengangkutan sampah agar kesejahteraan mereka 
lebih baik dan mereka memiliki etos keija yang tinggi". (wawancara, 9 
Maret 2010). 

Sesuai yang dikemukakan oleh Lindbhom yang dikutip oleh Winarno, 

(2002:28) menyatakan tentang tahapan-tahapan kebijakan bahwa: 
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Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena 
melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena 
itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan 
publik membagi proses-proses menyusun kebijakan publik kedalam 
beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah un tuk memudahkan 
kita dalam mengkaji kebijakan publik. 

Pengelolaan sampah dalam menjaga kebersihan lingkungan perlu perlu 

adanya tahapan agenda kebijakan pimpinann seperti yang diungkapkan oleh Dunn 

dalam Winarno, (2002:28) sebagai berikut: 

Tahapan penyusunan agenda kebijakan publik yang perlu diperhatikan. 
Penyusunan agenda 

~ 
Formulasi kebijakan 

t 
Adopsi kebijakan 

~ 
Implementasi kebijakan 

t 
Evaluasi kebijakan 

Dari deskripsi tentang pelayanan kebersihan di Dinas Pasar, Kebersihan, 

dan Pertamanan Aceh Utara, terlihat bahwa usaha-usaha yang dilaksanakan cukup 

banyak. Peneliti pada kesempatan lain juga telah mewawancarai Bapak 

Zainuddin, kabid kebersihan dan perkuburan umum dan menyetakan menjelaskan 

sebagai berikut: 

" ....... bahwa dalam mewujudkan kota Lhoksukon yang indah dan bersih 
tidaklah mudah, hambatan dan rintangan tetap harus di hadapi oleh Dinas 
Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan, Kabupaten Aceh Utara di antaranya: 
1. Kurangnya kesadaran masyarkat untuk menjaga lingkungan dan 

membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. 
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2. Tidaknya adanya tempat pembuang akhir sampah yang sempurna dan 
jauh dari pernukiman penduduk sehingga terkesan pernbuang sarnpah 
saat ini tidak teratur. 

3. Masih kurang memadainya alat yang digunakan untuk membersihkan 
dan rnengelo1a sampah. 

4. Masih kurang sarana pengolahan sampah mengakibatkan Dinas Pasar, 
Kebersihan, dan Pertamanan tidak dapat melakukan pembuang sampah 
secara maksimal ditempat akhir yang telah disediakan." (wawancara 9 
Maret 2010). 

Setiap unit pelaksana dalam organisasi menyusun dan menyampaikan 

laporan kegiatan dalam jangka waktu tertentu kepada atasan langsung. Kemudian 

atasan melakukan pemantauan. Apabila dalam penilaian ada penyimpangan, maka 

atasan mernberitahukan kepada unit pelaksana untuk melakukan penyesuaian. 

Monitoring dapat pula dilakukan oleh unit kerja di luar organisasi, yang 

terkait dengan tugas pernantauan. Biasanya hal itu dilakukan langsung oleh unit 

pelaksana. Bahan pembanding yang dilakukan dalarn pernantauan adalah standar 

kinerja yang ditetapkan dan rencana target yang diharapkan. 

Kernudian basil wawancara peneliti dengan Pak Dahlan, selaku warga 

rnasyarakat kota Lhoksukon menjelaskan sebagai berikiut: 

" ........ guna sampah itu dapat kelola dengan baik dan habis terbuang atau 
diangkut ke TP A sangat besar pengeruhnya dengan pengawasan atasan 
dari Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertarnanan Kabupaten Aceh Utara. 
Pengawasan itu pula harus dilakukan secara teratur sehingga mendapat 
rnasukan tentang kendala-kendala lapangan yang dihadapi oleh 
bawahannya. Karena dilapangan pengawasan itu belurn dilakukan secara 
rnaksirnal guna keberhasilan pengelolaan sampah organik itu sendiri di 
kota Lhoksukon." (wawancara 27 Maret 2010). 

Seperti diungkapkan oleh Dunn dalam Winarno, (2002:28) 

rnenyampaikan salah satu tahapan kebijakan publik sebagai berikut: 

Tahap penilaian kebijakan 
Pada tahap ini kebijakan yang te1ah dijalakan akan dinilai atau dievaluasi 
untuk rnelihat sejauh mana kebijikan yang dibuat telah rnampu 
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memecahkan masalah. Kebijakan pub1ik biasanya dibuat untuk meraih 
dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memperbaiki masalah yang 
dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditemukan ukuran-ukuran untuk 
kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah 
meraih dampak yang diinginkan. 

Dalam usaha penyempurnaan pelayanan publik maka sangat erat 

hubungannya dengan peningkatan mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada 

masyarakat dengan mempedomani Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur 

Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003. tentang pedoman umum penyelengraan 

pelayanan publik. Untuk mewujudkan pelayanan aparatur negara memenuhi 

tuntutan masyarakat dibidang pelayanan masyarakat yang prima ini telah 

diterbitkan Keputusan menteri Negara PAN No. 81 Tahun 1993 tentang Pedoman 

Tatalaksana Pelayanan Umum. 

Selanjutnya untuk menyikapi keputusan dan memantapkan pelaksanaan 

pelayanan yang prima kepada masyarakat, telah diterbitkan Kepres No.7 Tahun 

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelayanan Prima dapat 

diartikan juga sebaai pelayanan yang memenuhi keinginan masyarakat. 

i. Analisis Pembuatan Kebijakan pengelolaan sampah organik 

Strategi merupakan suatu pola tujuan, kebijakan program, tindakan atau 

alokasi sumber daya yang menjalankan eksistensi organisasi, apa yang dilakukan 

dan mengapa organisasi dilakukan. Dalam pengembangan strategi, hal penting 

diperhatikan adalah bahwa strategi harus merupakan jembatan penghubung antar 

organisasi dengan lingkungan. 

Sebagai jembatan penghubung antara organisasi dengan lingkungan 

strategi yang diharapkan harus mencakup aspek-aspek analisis lingkungan, baik 
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lingkungan internal. Aspek ini adalah berbagai macam kekuatan dan kelemahan 

serta peluang dan ancaman, dengan demikian strategi merupakan treatment 

terhadap aspek -aspek lingkungan. 

Untuk kepentingan hal tersebut, pertama kali harus dilihat kembali hasil 

analisis lingkungan dan analisis lingkungan dan analisis SWOT, karena dari hasil 

analisis tersebut dapat di diidentiftkasi peluang dan ancaman serta kekuatan dan 

kelemahan yang dimiliki organisasi. Dari hasil identiftkasi tersebut dilakukan 

treatment dengan menyusus pola hubungan antar aspek lingkungan yaitu 

memanfaatkan atau meningkatkan satu aspek untuk mengeliminis aspek yang lain. 

Hal ini dapat dilakukan dengan wmpat macam kemungkinan sebagai berikut: 

Maxi-maxi, yaitu dengan menggunakan dan meningkatkan kekuatan secara 

optimal untuk dapat memanfaatkan atau mengekploitasi peluang yang ada 

secara optimal. 

Maxi-mini, Yaitu dengan menggunakan dan meningkatkan kekuatan secara 

optimal untuk menghindarkan atau meminimalkan ancaman/tantangan 

yang dihadapi. 

Mini-maxi, yaitu dengan mengurangi atau memperkecil kelemahan yang dimiliki 

organisasi untuk mengeliminir seminimal mungkin dampak ancaman atau 

tan tang an yang dihadapi. 

Mini-mini, Y aitu dengan mengurangi atau memperkecil kelemahan yang dimiliki 

organisasi untuk mengelincir seminimal mungkin dampak ancaman atau 

tantangan yang dihadapi. 
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Secara lebih jelas analisis untuk menyusun strategi dapat dilakukan dengan 

menyusun matrik SWOT sebagai berikut: 

Matrix SWOT Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara 
dalam n elolaan sam ah. 

IFAS 

Peluang (Opportunites) 
a. Pertambahan LSM 
b. Keberadaan para 

pemulung 

An cam an (Threats) 
a. Pertarnbahan 

pendudukb. 

b. Pola/Prilaku 
masyarakat 

Kekuatan(~engths) 

. Adanya Qanun 
. Sarana!Prasarana 

SO Strategi (I) Maxi-maxi 
mengoptimalkan kekuatan 
untuk meraih atau 
memanfaatkan peluang. 

Kelemahan 
(Weaknesses) 

. Kualitas/Kuantitas 
SDMrendah 

. Dana masih kuran 
WO Strategi (II) 

Maxi-maxi 
(Meminimalkan 
kelemahan untuk atau 
memanfaatkan luan ) 

ST Strategi (III) Mini-maxi WT strategi (IV) Mini-
(mengoptimalkan kekuatan m1ru 
untuk meminimalkan (Meminimalkan 
ancaman) kelemahan untuk 

meminimalkan ancaman) 

Sebenarnya akan diharuskan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pasar, 

Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara dalam pengelolaan Sampah 

di Kecamatan Lhokseukon, akan berorientasi pada model analisis dengan 

menggunakan Matrix SWOT. 

Dengan demikian Strategi pengelolaan sampah dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Strategi pertarna (SO) mengoptimalkan kewenangan sarana dan prasarana yang 

dimiliki dalam rangkan membina LSM dan para pemulung. 

Dalam rangka mewujudkan program pengelolaan tempat pembuangan 

akhir (TP A) sampah sangat diperlukan adanya dukungan dari unsur-unsur diluar 

organisasi Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara. Hal 
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ini sangat diperlukan mengingat keberadaan TPS dan TP A sampah terkait dengan 

banyak pihak lain terutama dalam pembinaan kesadaran masyarakat baik yang 

berada disekitar tempat pembuangan akhir (TPA) maupun masyarakat Kabupaten 

Aceh Utara pada umumnya serta dalam pembinaan keberadaan para pemulung itu 

sendiri. 

Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam mengoptimalkan peluang 

tersebut yaitu: 

a. Dengan melakukan team terpadu antara unsur Dinas Pasar, Kebersihan, dan 

Pertamanan Kabupaten Aceh Utara dengan unsur-unsur LSM dalam 

melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga 

kebersihan dan menggulangi sampah secara swakelola baik secara program 

maupun secara kelompok, RT, RW, Gampong dan Kelurahan. 

b. Mengingat keberadaan para pemulung ditempat pembuangan sementara (TPS) 

dan tern pat pembuangan akhir (TP A) tidak mungkin dihilangkan, bahkan 

dengan keberadaan selama ini turut membantu dalam penanggulanngan 

sampah yang berada di TPS dan TP A, maka pihak Dinas Pasar, Kebersihan, 

dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara dengan unsur LSM melakukan 

pembinaan baik menyangkut kesehatan teknik pemungutan sampah yang 

masih memiliki nilai jual maupun menjadi mediator dalam penjualan hasil 

pungutan para pemulung dengan harga yang wajar. 

2. Strategi Kedua (WO) mengoptomalkan SDM dan Dana yang dimiliki dengan 

memanfaatkan peluang. 
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Kebijakan penge1olaan sampah yang baik dan benar sangat memerlukan 

Sumber Daya Manusia (SDM), dana yang cukup namun dalam kenyataan 

berdasarkan hasil penelitian penulis sebagaimana yang telah diuraikan pada Bah

bah terdahulu pada Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh 

Utara masih dirasa kurang mencukupi. Hal ini terjadi karena dalam 

mengelokasikan kedua hal tersebt sangat tergantung kepada pihak-pihak lain 

diluar kewenangan Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh 

Utara, dengan demikian perlu langkah-langkah yang dapat ditempuh dengan: 

a. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia {SDM) yang dimi1iki serta 

memanfaatkan keberadaan para pemulung yang ada di TPS dan TP A pada 

waktu-waktu tertentu dengan prinsip-prinsip yang saling menguntungkan 

kedua belah pihak. 

b. Mengoptimalkan dana yang tersedia dengan memanfaatkan LSM dalam rangka 

menumbuhkan kembangkan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan baik 

melalui media massa, lewat sekolah-sekolah dan ceramah-ceramah dan 

sebagainya. 

3. Strategi ketiga (ST) mengoptimalkan Peraturan Daerah {Qanun), sarana dan 

prasarana dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat. 

Program peningkatan kebersihan dan keindahan hams diberangi dengan 

formulasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Seperti menyangkut 

larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga, kewajiban setiap warga dalam 

membayar restribusi sampah. Konsitensi terhadap penerapan ketentuan qanun 

Nomor 10 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 
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sehingga dapat membantu dalam menanggulangi sampah. Langkah-langkah yang 

dapat ditempuhi Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara 

sebagai berikut: 

a. Melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (qanun) Nomor 10 Tahun 2010 baik 

yang menyangkut pola penanggulangan sampah dan lainnya. 

b. Penerapan sangsi terhadap pelanggaran qanun kebersihan dan pelanggaran tata 

ruang pemanfaatan lahan, memanfaatkan Satpol PP dengan pihak-pihak 

penegak hukum lainnya. 

4. Strategi keempat (WT) Mengoptimalkan SDM dan tata yang dimiliki untuk 

menanggulangi hambatan dan ancaman. 

Tidak ada satu pekerjaan yang tidak terdapat hambatan-hambatan atau 

ancaman apabila menyangkut tentang pengelolaan sampah pasca Tsunami, untuk 

dituntut kemampuan manajerial yang tinggi bagi setiap pimpinan organisasi 

dalam rangka mengoptimalkan potensi yang dimiliki dalam rangka mengurangi 

hambatan dan ancaman yang ada. 

Dalam hal ini Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh 

Utara sebagai Lambaga yang ditugaskan untuk mengelola sampah diharapkan 

dapat ditempuh memulai: 

a. Dengan melakukan optomalisasi SDM dan dana yang ada semaksimal 

mungkin melaluin pendekatan kemanusia serta melakukan penghematan 

penggunaan biaya dengan menganut pola efesiensi dan efektifitas dalam 

penggunaannya. 
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b. Dengan bertambahnya penduduk yang mengakibatkan bertambahnya 

perumahan serta tempat-tempat berusaha disatu sisi dapat meningkatkan 

produksi sampah yang akan bertambah pada TPS dan TP A, kalau dilihat dari 

sisi lain memang akan bertambah volume pekerjaan dan pengelolaan sampah. 

Hal demikian akan dampak apabila kesadaran masyarakat menyangkut 

penanggulangan sampah sangat penting dan memerlukan biaya yang banyak, 

maka kesadaran terhadap pembayaran restribusi serta obyek yang dapat 

terpenuhi dalam pengelolaan sampah di kota Lhokseukon. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kebijakan dalam pengelolaan sampah organik sebagai bentuk pelayanan 

publik. 

Kebijakan pengelolaan sampah organik sebagai upaya meningkatkatkan 

kualitas pelayanan publik dilakukan dalam memenuhi tuntutan masyarakat akan 

pelayan prima. Penyedian pelayanan publik yang berkualitas sangat dipengruhi 

olah tingkat sumber daya manusia yang dimiliki oleh sebuah organisasi. 

Dalam era reformasi, aparatur dituntut untuk berperan aktif menyukseskan 

tujuan reformasi sebagaimana dikehendaki oleh seluruh rakyat Indonesia, sebagai 

balas jasa dari pemerintah kepada rakyat yang telah memenuhi kewajibannya. 

Dalam usaha penyempurnaan pelayanan publik maka sangat erat hubungannya 

dengan peningkatan mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat 

dengan mempedomani Keputusan Menpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003. Tentang 

pedoman umum penyelengraan pelayanan publik. Untuk mewujudkan pelayanan 

aparatur negara memenuhi tuntutan masyarakat dibidang pelayanan masyarakat 

yang prima ini telah diterbitkan Keputusan menteri Negara PAN No. 81 Tahun 

1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum. 

Selanjutnya untuk menyikapi keputusan dan memantapkan pelaksanaan 

pelayanan yang prima kepada masyarakat, telah diterbitkan Kepres No.7 Tahun 
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1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelayanan Prima dapat 

diartikan juga sebagai pelayanan yang memenuhi keinginan masyarakat. 

Pelayanan pelanggan adalah upaya untuk proses yang secara sadar dan 

terencana dilakukan oleh organisasi atau badan-badan usaha dengan tujuan agar 

produksi atau jasa yang dilakukan memang dalam persaingan. Melalui pemberian 

pelayanan kepada pelanggan, yang memuaskan bagi pelanggan adalah urusan 

penting memenangkan dalam persaingan. Proses tersebut merupakan bagian 

integral dari proses penentuan visi, misi dalam pengelolaan sampah yang 

diterpkan dalam organisasi. Pelayanan yang memuaskan kebutuhan masyarakat 

merupakan produksi dari suatu organisasi, dimana prosesnya merupakan bagian 

dari implemtasi kebijakan sesuai dengan visi, misi yang ditetapkan organisasi. 

2. Faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan sampah organik 

a. Faktor-faktor pendukung. 

1. Adanya kearifan pemerintah daerah yaitu dari Dinas Pasar, Kebersihan, 

dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara dalam melakukan rapat koordinasi 

dengan Dinas terkait tentang penanganan Kebersihan Lingkungan di 

Kabupaten Aceh Utara dari sekarang sampai dengan seterusnya. 

2. Adanya instruksi dari Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara untuk 

melaksanakan Jum'at bersih bagi instansi-instansi Pemerintah, sekolah

sekolah dan masyarakat dalam membersihkan lingkungan maupun 

fasilitas-fasilitas umum yang berada di wilayah Kota Lhoksukon. 

3. Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan mengadakan penyuluhan 

kebersihan dan keindahan kepada masyarakat secara terpadu dengan Dinas 
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terkait (Kandegpag, DP~ Pertanian, Pemda, dan MUI serta Dinas 

Syariat Islam). 

4. Dilaksanakan gotong royong kebersihan setiap hari besar seperti hari 

Jum'at kepada seluruh Dinas instansi pemerintah, sekolah-sekolah, para 

Camat, dan Desa yang berada di wilayah Kecamatan Lhoksukon. 

5. Kearifan dari warga masyarakat dan tokoh Agama membangun semangat 

bersih melalui ceramah-ceramah, kegiatan-kegiatan sosial, baik secara 

langsung maupun tidak langsung, khususnya pada kegiatan-kegiatan 

keagamaan. 

b. Faktor-faktor penghambat. 

1. Perundang-undangan. 

Seperti diketahui dalam penanganan kebersihan persampahan didasari oleh 

peraturan Daerah (qanun) Nomor 10 tahun 2010, namun dalam formulasinya 

terdapat berbagai kelemahan-kelemahan yang dimaksud antara lain: 

(a). Peraturan yang ada temyata belum semuanya di formulasikan 

sebagaimana mestinya; misalnya peraturan mengenai diwajibkan, rumah, warung, 

agen-agen angkutan atau usaha lain untuk menyediakan kotak sampah dihalaman 

tempat usaha masing-masing atau di tepi jalan, peraturan mengenai tindah pidana 

bagi pelanggar kebersihan, dengan demikian peraturan mengenai penyilidikan 

dengan sendirinya juga tidak jalan. (b). Peraturan Daerah ( qanun) ini perlu 

disesuaikan baik teknis maupun operasionalnya dengan perkembangan sekarang. 

(c). Masyarakat masih ban yak yang bel urn mengetahui isilkonteks peraturan 

secara memadai khususnya yang menyangkut kewajiban yang tidak mau 
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membayar restribusi persampahanlkebersihan karena mereka menganggap tidak 

pernah menerima pelayanan dalam hal penanganan sampah. Masih terlihat 

kurangnya tentang pengetahuan masyarakat sejak dini tentang sistem pengelolaan 

sampah secara berkelanjutan. 

2. Aspek Institusi 

Institusi yang mengformulasikan kebijakan dalam penanganan sampah 

guna menjaga kebersihan lingkungan di Kecamatan lhoksukon. Dinas Pasar, 

Kebersihan, dan Pertanamaan harus dibenahi baik secara struktural maupun 

fungsionalnya terutama dalam menyusun rencana pengelolaan sampah dengan 

pola 3R (sampah dapat dikurangi, digunakan kembali, dan didaur ulang). 

Disamping itu lembaga teknis perlu melakukan secara sungguh-sungguh upaya 

meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengamanan B3 (barang bekas 

bangunan). Juga Perlu pengewasan dan monitoring lapangan guna tercapainya 

tujuan pengelolaan sampah yang baik dan benar di Lhoksukon. 

3. Aspek Operasional 

Untuk masalah operasional penanganan kebersihan terdapat beberapa 

kelemahan, seperti : (a) Masih adanya petugas yang kurang disiplin dalam 

menjalankan tugasnya, (b). Sampah sering tidak terangkut dari lokasi Tempat 

Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Penampungan Terakhir (TPA). (c) 

Keterbatasan jumlah sarana dan prasarana persampahan. (d), Masih rendahnya 

Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh 

Utara khususnya Kota Lhoksukon. 

4. Aspek Pembiayaan 
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Pada aspek ini terdapat permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten 

Aceh Utara yaitu: (a) Masih kurang dan terbatasnya alokasi dana untuk program 

pengelolaan sampah, (b) Karena penarikan distribusi pada masyarakat tidak 

mungkin dilaksanakan, (c) Belum maksimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

dari penerimaan retribusi Dinas Pasar, kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten 

Aceh Utara. 

5. Aspek Peran Masyarakat. 

Peran masyarakat dalam hal kebersihan lingkungan didapati beberapa 

permasalahan, yaitu: (a) Masih terdapat sebagian dari masyarakat yang belum 

memberikan perhatian dan kesadaran sepenuhnya terhadap kebersihan 

lingkungannya masing-masing, yaitu seenaknya membuang sampah secara 

semberangan tanpa mengindahkan aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh 

Pemerintah Daerah, (b) Masih ada anggapan di kalangan masyarakat bawah 

pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab institusi pengolahan kebersihan. 

B. Saran-saran 

Kebijakan pengelolaan sampah organik pada Dinas Pasar, Kebersihan, dan 

Pertamanan Kabupaten Aceh Utara, guna mewujudkan Kota Lhoksukon sebagai 

Kota Bersih, Indah, dan Nyaman (BERIMAN). Dalam mengatasi permasalahan

permasalahan yang timbul dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah 

organik, peneliti menyarankan sebagai berikut: 

a Saran T eoritis 

1. Hasil penelitian ini hendaknya berguna bagi pengembangan ilmu khusunya 

dalam bidang pengelolaan sampah organik. 
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2. Hasil penelitian ini hendaknya dapat dipergunakan bagi peneliti lain sebagai 

referensi dalam kebijakan pengelolaan sampah. 

b. Saran Praktis 

1. Perlu adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam upaya 

meningkatkan kinerja pada Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan serta 

perlu peningkatan pendapatan para pekeija (tenaga kontrak) pengangkut 

sampah guna pencapaian target kineija secara optimal. 

2. Perlu penyempurnaan Peraturan Daerah (qanun) No.10 Tahun 2010 tentang 

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagai pedoman dalam 

menjalankan kebijakan mengenai pengelolaan sampah organik di 

Kabupaten Aceh Utara. 

2. Perlu perbaikan jalan masuk sepanjang 1500 Km menuju ke TPA Teupin 

Keubeu guna memudahkan dalam pengangkutan sampah. 

4. Perlu penyempurnaan peralatan berupa alat yang modem seperti mobil 

penghancur sampah dalam pengelolaan sampah seperti yang dipakai oleh 

Negara-negara maju. Sehingga dapat mengarah kepada system peilgelolaan 

sampah dengan konsep 3R (reduce, reuse, dan recyde) dapat terwujud secara 

sempurna dan tercapainya tujuan yang dikehendaki. 

5. Mengharapkan kepada Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten 

Aceh Utara, untuk melakukan pengawasan secara rutin kelapangan guna 

penggelolaan sampah lebih tertip dan teratur . 

6. Perlu melakukan upaya terpadu antara dinas-dinas terkait lain yang berada di 

Kabupaten Aceh Utara dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat 
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tentang pentingnya menjaga kebersihan dan pelibatan langsung masyarakat 

lokal sejak awal dalam menanggulangi sampah organik secara baik melalui 

perorangan maupun secara berkelompok. K.arena melibatkan masyarakat 

sekitar sebagai penghasil sampah lebih mengetahui dan berkepentingan 

dalam menjaga kebersihan lingkungannya. 

7. Perlu mengoptimalkan dana yang tersedia, serta memanfaatkan Dinas terkait 

dalam rangka menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat lokal melalui 

penyuluhan baik di media massa, lewat sekolah-sekolah, ceramah-ceramah 

dan pemberian pengharga kepada pihak pengelola serta masyarakat. 
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Lampiran: 1 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Indentitas Responden 

Nama 

Umur 

Pekerjaan 

MasaKerja 

Pangkat/Gol :I, II, III, IV ................................................ . 

Jenis Kelamin : Laki-laki!Perempuan .................................... . 

Pendidikan 

Alamat 

B. Perhatian 

1. Beri jawaban anda secara fair dan objektif, sesuai dengan pengalaman 
saudara dalam melaksanakan tugas. 

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang cara pengelolaan 
sampah di 
Kota Lhoksukon. 

3. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi, data baik melalui 
wawancara, dalam rangka menyusun Tugas Akhir Program Magister 
(T APM) pada Universitas Terbuka (UT). 

4. Kami sangat mengharapkan responden dapat memberi jawaban secara 
objektif, 
karena jawaban yang anda berikan dapat menjadi data, untuk mendapatkan 
kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 

Data : Wawancara tentang Implementasi pengelolaan sampah organik 
pada Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara 
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NO Wawancara Hasil Keterangan 
1 Kabid kebersihan Hambatan dalam pengelolaan sam~ oleh wawancara 

dan pengangkatan Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Tgl, 9/3/2010 
sampah. antara lain: Pukul 

I. Kerang kesadaran masyarakata untuk 16.00 WIB 
membuang sampah pada tempatnya. 

2. Perlu pembuatan TP A yang sempurna. 
3. Peralatan yang kurang memadai. 

2 Kasi Kebersihan Pengakutan sampah dibagi kepada 15 Wawancara 
dan pengangkatan wilayah kelja, dan masing-masing wilayah Tgl, 2/1/2010 
sampah. dijaga oleh mandor. Pekezja dikontrak Pukul 

sebagai buruh lepas dengan upah bulanan. 10.30 wib 

3 Kasi Pemusnahan Meningkatkan pelayanan publik guna Wawancara 
sampah dan air penyempumaan kualitas kerja pengelolaan Tgl, 9/3/2010 
kotor. sampah, dan penambahan armada Pukul 

sampah dalam menciptakan lingkungan 10.00 Wib 
bersih, serta memperbaiki penghasilan 
pekerja kontrak (buruh) sehingga mareka 
memiliki etos kelja yang tinggi. 

4 Warga Masyarakat Penempatan bak sampah dekat linclrum!an Wawancara 
DesaPante. masyarakat sangat mengganggu akibat Tgl, 2/8/2010 

bau busuk dan datangnya lalat. Sampah Pukul 
sering berserakan diluar kontainer 11.00 Wib 
karena terlambat diangkut oleh petugas 
sehingga menjadi masalah bagi warga 

5 Pengusaha Permasalahan sampah _yang tidak pemah Wawancara 
Aceh Utara. selesai yang disebabkan oleh alat Tgl, 27/1/2010 

kerja yang belum sempurna, dan Pukul 
kesejahteraan pe!i_a perlu diperhatikan. 14.00Wib 

6 PNS dinas Sistem pengelolaan sampah perlu d!Qerbaiki Wawancara 

Kesehatan terutam sumberdaya manusia, peralatan, Tgl, 13/1/2010 
Dan lokasi pembuangan. Hal ini menjadi Pukul 
tantangan bagi dinas yang bertanggung 14.00 Wib 
jawab dalam bidang_ kebersihan. 
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7 Tokoh Masyarakat Perlu penambahan tong sampah pada Wawancara 
Aceh Utara setiap sudut kota sekaligus memberi Tgl, 9/1/2010 

penyuluhan kepada warga tentang cara Pukul 
membuang sam2_ah yang benar. Sehingga 16.00 Wib 
tidak menimbulkan bencana akibat sampah, 
dan perlu dikelola dengan baik mulai 
awal sam~i Qembuangan akhir. 

8 Camat Lhoksukon Dalam penanganan sampah dilakukan Wawancara 
melalui program jumat bersih, dan kepada Tgl, 9/1/2010 
dinas terkait dimohon untuk penambahan Pukul 
sarana. Kepada masyarakat dianjurkan 14.00 Wib 
untuk membuang sampah pada tempat 
yang telah ditentukan. 

9 lbu rumah tangga Bila sampah tidak dikelola dengan baik Wawancara 
DesaAsan maka akan mengganggu kesehatan, Tgl, 13/112010 

pencemaran lingkungan, dan udara. Pukul 
Pemerintah perlu membuat kebijakan yang 16.00 Wib 
tepat dalam pengelolaan sampah karena 
banyak sampah yang tak habis terangkut 
pada musim hujuan tiba. 

10 PedagangKota Penaganan sampah belum menyenangkan Wawancara 
Lhoksukon terutama tentang kebersihan pasar, maka Tgl, 13/112010 

pihak yang bertan!';!';Wl~awab perlu Pukul 
memperbaiki sistem pengelolaan sampah 14.30 Wib 
untuk menciptakan lingkungan y_ang bersih 
Dan indah. 

11 Sopir Perlu p_eningk_atan jumlah tenag_a keija dan Wawancara 
keahlian dalam penanganan sampah. Tgl, 17/112010 
Disamping itu perlu juga penambahan Pukul 
tem_pat pembuangan serta penerangan 11.00 Wib 

kepada masayarakat dalam pengelolaan 
sampah. 

12 DosenAKBID Perlu diberikan pemahaman cara hidup Wawancara 
bersih dan tata cara menjaga linclrun2an Tgl, 15/1/2010 

yang sehat kep_ada masyarakat. Pukul 
Disamping itu dinas terkait juga perlu 110.30 Wib 
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meningkatkan sarana dan prasarana 
dalam menciptakan kota yan_g bersih. 

13 Penegak hukum Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara Wawancara 
moderen sehingga sam_l)ah meniadi barang_ Tgl, 15/112010 
yang berharga dan dapat meningkatkan Pukul 
ekonomi rangkat kecil. 10.00 Wib 

14 Mahasiswi Dalam _Qeng_elolaan sampah perlu Wawancara 
dilibatkan masyarakat lokal dan perlu Tgl, 13/10/2009 
diberi pemahaman kepada masyarakakat Pukul 
su_IJ_aya tidak membuang sam_pah 14.30 Wib 
semabrang. 

15 Kepala Sekolah Perlu ditambah tong sampah di Wawancara 
setiap sudut kota dan akan Tgl, 3/1/2010 
bernilai ekonomis bagi Pukul 
pemulung. 11.3 Wib 
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BAGAN SUSUNAN ORGANiSASI DAN TATA KERJA 
DINAS PASAR. KEBERSIHAN DAN PERTAHANAN 

STRUKTUII JASATAN FUNGSIONAL 

Ka. BIDANG 
PROGRAM DAN PELAPORAN 

lr. U\IUTA ROZA 

Pembina TK. 11 N:;: £80 096 156 

Ka.SEK.SI 
DATA DAN INFORMASI 

FATIMAH AU 
Penau Muda TK.I I Nip. 390 009 616 

I l(.a.~EK51 

PENVUSUNAN PROGRAM 
-

ZULJ(IFU, S.SI 
Pen•ta Mudal\<.1/ Wlp. 390 017 823 

Sa tal 
1. fatlmah 5T I Nip. 390 035 084 

Ka.SEK.SI 
PEMAN1AUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 

I KEPAU\ DINAS 

l r. IOU~ I~~~~~~~~ lw_'~-Pembina Utama Muda Nip. 390010 362 

h.BIDANG 
PENATAAN PASAR 

DAN PEU\YANAN RETRIBUSI 
lr.T.NAZAR 

Pembina I Nip. 390 017191 

Ka. SCK.SI 
DATA [lJ 11\lmRtv l<l 

MAHSURI, Sl 
Panau Muda TKJ ?Nip. 390 013 647 

Ka.SCK.SI 

I 
RE~BiblluHII e~S·B 

Ka. SCK.SI 
PEU\YANAN DAN RETRISUSI 

Staf 
1. Fakhrurrazl J Nip. 390 041414 

l UPlD I 
L 

I Kec. !>:'muOera I l~•c. Zullclflllshalc I I Kec._uewantara J 
Salfuddln Zulflkar 

__ fen~a M_u<!aLNIJl~010 225 347 Pengaturl Nip. 390 010 OB _Peng_atuu Nip. 39G_ OO!l_BS_Q_ 

SEKRiiT All lA T 

DRS. JAMARIS SOFYAN 

Ka. sua K;I.SUB Ka. SUB 

BAGIANUMUM BAGIANUMUM BAGIAN KfUANGAN 

HAMIDAH HAMIOAH CUT HERUNA. SE 
Penau Tk. 1/ Nlo. 390 007 276 Penata 1\.1/ Nlo. 390 007 276 Penoc. Tk.l/ Nlo. 390 013 537 

1. Baharuddln, S.Sos I Nl~~19o 017 932 1, Drs. Edy Jay a 7Wp. 390 046 140 1. M. Nair, S.SOs I Nl~~k 013 119 
2. Betty Salomony, A.Md I Nlp, 390 069 SS1 2. Martina. S.SOS I Nip. 390016 147 
3. Nurslah I Nip. i90 052 270 l.satrlna, SE I Nip. 390 012 938 
4. Rasyldln Usman-LNip~ 390 051266 4. Suf\'anlnplh l ~'t 390 035 08 7 

s. Kemala Slrt 5T NID. 390 0211 193 

Ka. BIOANG Ka. 8IOANG 
KEBERSIHAN DAN PERKUBURAN UMUM PERTAMANAN DAN PENERAJ'IC'-.AH JIJAH 

ZAINUDOIN, S.Sos Drs. AMIRUODIN 
Pembina I Nip. 010 110 262 Pembina/ Nip. 010 209006 

Ka.SEK.SI Ka.SEK.SI 
KEBERSIHAN DAN OHJt::AIIlt::<llTAIIl ~AMOJ P~lnAI IAIIlAN 

ufwtn,il MURDANI, S.SOs. MT 

Panata Muda TK.I1/ Nip. 390 012 521 Pembina./ Nlp. 010 2~ 006 

•~r 

1. Muhasyah I Nip, 010 223 95!1 
2. Zustlna Kamal/ Nip, 390 014 ~2 Ka.SCKSI 
3. Surya Darrna I Nip. 390 049 481 ><OT• 
4. ZuiKifll I Nip. 390 070 639 MAHFUZAH, SH 

Pembina/ Nla. 390 on 935 
Ka. SEKSI Staf 

PEMUSNAHAN SAMPAH DAN AIR KOTOR 1. Khalnul Rlzal I Nip. 39Cl 028 210 

lr. FAISAL, 
Po nata Mud a TK.I I Nip. 390 013 OS& 

Staf Ka.SEK.SI 
1. l>lawatl/ Nip. 390 014 384 PFNERAN<.AN JA'.AIIl 

2. Zullansyah j Nlg. 390 055 407 WAOJIISMAII.., S.Sos 
Pembina Tic. I I 010 092 981 

Ka. SEK.SI StAf 
REGITRASI, PEU\¥ANAN DAN PEMEUHARAAN 1. KhalllJI Rlul I Nip. 390 Ol8 210 

TAMAN PEMAKAMAN UMUM 

Staf 
AmlrMadlld 

l Kec. Muara ~atu KOC: M~tang KUII _I ..:. 

I A•har Marhaban Abdul Hadl 
-~ngatur Mu<JU Nip. 390 049 443 Juru I Nip. 390 050 623 Junu f Nip. 390 06111U 
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